
a. bahwa untuk memberi kemudahan, ketertiban, 
kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan tata 
naskah dinas, perlu mengatur kembali pedoman 
tata naskah dinas di lingkungan Kementerian 
Perdagangan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah 
Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
hukum di bidang kearsipan, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian 
Perdagangan; 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHON 2022 

TENTANG 
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 



1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 

tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 2017 
Nomor 1906); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 246); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan 
dalam komunikasi kedinasan. 

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima 
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian 
Perdagangan dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan. 

3. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan kearsi pan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG TATA 
NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN. 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1187); 

10. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 732); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 492); 
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4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 
arsip di lingkungannya. 

5. Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan 
yang selanjutnya disebut Unit Organisasi adalah 
Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal, Direktorat 
Jenderal, dan Badan-Badan. 

6. Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang 
selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Biro, Pusat, 
Inspektorat, Direktorat, Balai, dan Perwakilan 
Perdagangan Republik Indonesia di Luar Negeri. 

7. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 
menggambarkan tata letak dan redaksional serta 
penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas. 

8. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan 
dalam gambar burung garuda sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

9. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas 
gambar dan tulisan yang merupakan ientitas resmi 
kementerian. 

10. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat 
jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai 
tanda pengenal yang sah dan berlaku yang dibubuhkan 
pada ruang tandatangan. 

11. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid 

free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki 
keawetan, dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu 
lama. 

12. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah 
hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk 
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 

13. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang 
selanjutnya disebut SRIKANDI adalah aplikasi 
pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem 
pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, 
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Pasal3 

Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf a terdiri atas: 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB II 

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Pasal 2 

(1) Tata Naskah Dinas merupakan acuan dalam 

penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas di 

lingkungan Kernen terian Perdagangan. 

(2) Ruang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; 

b. pembuatan Naskah Dinas; 

c. pengamanan Naskah Dinas; 

d. pejabat penandatangan Naskah Dinas; dan 

e. pengendalian Naskah Dinas. 

dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat 

dan/ atau pemerintah daerah. 

14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan 

hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak 

dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat 

elektronik. 

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik 

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 
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Pasal 6 

Pembentukan dan teknik penyusunan peraturan perundang­ 

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan di bidang pembentukan peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal 5 

Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: 

a. peraturan perundang-undangan; 

b. instruksi; 

c. suratedaran; dan 

d. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. 

Paragraf 2 

Naskah Dinas Pengaturan 

Pasal 4 

Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a terdiri atas: 

a. Naskah Dinas pengaturan; 

b. Naskah Dinas penetapan; dan 

c. Naskah Dinas penugasan. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Kedua 

N askah Dinas Arahan 

a. Naskah Dinas arahan; 

b. Naskah Dinas korespondensi; dan 

c. Naskah Dinas khusus. 
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Pasal 10 
(1) Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: 
a. kepala; 
b. batang tubuh; dan 

penting dan mendesak. 
(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh pimpinan tertinggi. 
(3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai 
dengan kewenangannya. 

Pasal 9 
( 1) Surat edaran se bagaimana dimaksud dalam Pas al 5 

huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat 
pemberitahuan mengenai hal terten tu yang dianggap 

Pasal 8 
(1) Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 terdiri atas: 
a. kepala; 
b. konsideran; 
c. batang tubuh; dan 
d. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 7 
(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa 
petunjuk/ arahan teknis mengenai pelaksanaan suatu 
kebijakan yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri. 
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Pasal 13 
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
yaitu pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang menerima 
pelimpahan wewenang. 

Pasal 12 
(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b disusun dalam bentuk keputusan. 
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh 
pejabat Kementerian Perdagangan. 

Paragraf 3 
Naskah Dinas Penetapan 

undangan. 
(2) Jenis, susunan, bentuk, dokumen, dan penetapan 

standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman 
penyusunan standar operasional prosedur administrasi 
pemerintahan. 

pemerin tahan 
perundang- 

penyelenggaraan administrasi 
dengan ketentuan peraturan 

proses 
sesuai 

Pasal 11 
(1) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
merupakan standar operasional prosedur dari berbagai 

c. kaki. 
(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 16 

Surat perintah atau surat tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau 

pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, 

wewenang, dan tanggung jawabnya. 

Pasal 15 

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf c disusun dalam bentuk surat perintah 

atau surat tugas. 

(2) Surat perintah atau surat tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh 

pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat 

lain yang diperintah atau diberi tugas. 

(3) Surat perintah dan surat tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) memuat hal yang harus dilakukan oleh 

bawahan atau pejabat lain yang diperintah atau diberi 

tugas. 

Paragraf 4 

Naskah Dinas Penugasan 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

a. kepala; 

b. konsiderans; 

c. diktum; 

d. batang tubuh; dan 

e. kaki. 

Pasal 14 

(1) Susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 terdiri atas: 
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Pasal 19 

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf a meliputi: 

a. nota dinas; 

b. disposisi; dan 

c. surat undangan internal. 

Paragraf 2 

Naskah Dinas Korespondensi Internal 

Pasal 18 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b terdiri atas: 

a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan 

b. Naskah Dinas korespondensi eksternal. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Ketiga 

Naskah Dinas Korespondensi 

Pasal 17 

(1) Susunan dan bentuk surat perintah dan surat tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perintah 

dan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 23 

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 

merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak 

lanjut atau tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk 

dan ditulis secara jelas pada lembar disposisi. 

(2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pejabat 

pemerintah dengan jenjang jabatan di bawahnya. 

Pasal 22 

Dalam penyusunan nota dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 harus memperhatikan ketentuan: 

a. nota dinas tidak dibubuhi Cap Dinas; dan 

b. paling sedikit harus mencantumkan nomor, kode 

klasifikasi, dan tahun. 

Pasal 21 

(1) Susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 20 

(1) Nata dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

a merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi 

internal antar pejabat di lingkungan Kementerian 

Perdagangan. 

(2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawabnya. 
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Pasal 26 

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disusun dalam bentuk 

surat dinas. 

Paragraf 3 

Naskah Dinas Korespondensi Eksternal 

Pasal 25 

(1) Susunan dan bentuk surat undangan internal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 
(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 

undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 24 

(1) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf c merupakan surat dinas yang memuat 

undangan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan 

Kementerian Perdagangan untuk menghadiri suatu acara 

kedinasan tertentu yang dapat berupa rapat, upacara, 

atau forum grup diskusi. 

(2) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, 

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

(3) Ketentuan mengenai contoh disposisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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huruf c terdiri atas: 
a. surat perjanjian; 
b. surat kuasa; 
c. berita acara; 
d. surat keterangan; 
e. surat pengantar; 
f. pengumuman; 
g. laporan; dan 
h. telaah staf. 

Pasal 28 
Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

Paragraf 1 

Urn um 

Bagian Keempat 
Naskah Dinas Khusus 

Pasal 27 

(1) Susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 terdiri atas: 
a. kepala; 
b. batang tubuh; dan 
c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung 
jawabnya. 
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Pasal 31 

(1) Susunan dan bentuk perjanjian dalam negen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk perjanjian 

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 30 

(1) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan kerjasama antar 

lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun 

daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama, 

perjanjian kerjasama, atau bentuk lain. 

(2) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik di 

tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawabnya. 

Pasal 29 

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi 

kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal yang 

mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk 

melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang 

telah disepakati bersama. 

(2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. perjanjian dalam negeri; dan 

b. perjanjian internasional. 

Paragraf 2 

Surat Perjanjian 
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Pasal 34 

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf b merupakan N askah Dinas yang berisi pemberian 

wewenang kepada badan hukum, kelompok orang, 

perseorangan, atau pihak lain dengan atas namanya 

untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka 

kedinasan. 

(2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 

penandatanganan perjanjian internasional merupakan 

surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang 

memberikan kuasa kepada satu pejabat/badan hukum 

atau beberapa pejabat/badan hukum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 

Surat Kuasa 

Pasal 33 

Penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen 

perjanjian atau nota diplomatik, dan cara lain sebagaimana 

disepakati para pihak dalam perjanjian internasional 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan di bidang perjanjian internasional. 

Pasal 32 

(1) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan perjanjian, dalam 

bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum 

internasional yang dibuat secara tertulis serta 

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum 

publik. 

(2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, 

organisasi internasional, a tau subjek hukum 

internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para 

pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian 

tersebut dengan iktikad baik. 
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Pasal 37 

(1) Susunan dan bentuk berita acara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk berita acara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn 

Larnpiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 36 

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28 

huruf c merupakan Naskah Dinas yang berisi tentang 

pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan 

kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani 

oleh para pihak dan para saksi. 

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disertai lampiran. 

Paragraf 4 

Berita Acara 

Pasal 35 

(1) Susunan dan bentuk surat kuasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat kuasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 40 
(1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf e merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk 
mengantar / menyampaikan barang a tau naskah. 

(2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang 
mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, 
dan tanggung jawabnya. 

Paragraf 6 
Surat Pengantar 

Pasal 39 
(1) Susunan dan bentuk surat keterangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas: 
a. kepala; 
b. batang tubuh; dan 
c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 38 
(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf d merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi 
mengenai hal, peristiwa, atau mengenai seseorang untuk 
kepentingan kedinasan. 

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan 
tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

Paragraf 5 
Surat Keterangan 
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Pasal 43 

(1) Susunan dan bentuk pengumuman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk pengumuman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 42 

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf f merupakan Naskah Dinas yang memuat 

pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan 

kepada semua pejabat, pegawai, perseorangan, atau 

lembaga. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau 

pejabat lain yang ditunjuk. 

Paragraf 7 

Pengumuman 

Pasal 41 

(1) Susunan dan bentuk surat pengantar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat 

pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 47 

Telaah staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h 

merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat 

atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai 

suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau 

pemecahan yang disarankan. 

Paragraf 9 

Telaah Staf 

Pasal 46 

(1) Susunan dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 45 

(1) Wewenang pembuatan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 dilakukan oleh pejabat atau staf yang 

diberi tugas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh pejabat atau staf yang diserahi 

tugas. 

Pasal 44 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g 

merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan 

mengenai pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian tertentu. 

Paragraf 8 

La po ran 
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Pasal 49 

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf b, perlu memperhatikan prinsip sebagai 

berikut: 

a. diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang 

berwenang; 

b. bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, dan kaidah 

bahasa menggunakan bahasa yang formal, logis, efektif, 

singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami; 

c. dilaksanakan pengamanan terhadap Naskah Dinas 

sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses N askah 

Dinas; dan 

d. proses pembuatan Naskah Dinas didokumentasikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB III 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Pasal 48 

(1) Susunan dan bentuk telaah staf sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 7 terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk telaah staf 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 52 

Dalam pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 memuat unsur sebagai berikut: 

a. Lambang Negara atau Logo; 

b. penomoran Naskah Dinas; 

c. penggunaan kertas, amplop, clan tinta; 

d. ketentuan jarak spasi, jenis clan ukuran huruf, serta kata 

penyambung; 

e. penentuan batas atau ruang tepi; 

f. nomor halaman; 

g. tembusan; 

h. lampiran; 

1. tanda tangan, paraf, clan cap; clan 
J. perubahan, pencabutan, pembatalan, clan ralat Naskah 

Dinas. 

Pasal 51 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b 

menggunakan: 

a. SRIKANDI; atau 

b. aplikasi pengolah kata atau data. 

Pasal 50 

(1) Pembuatan Naskah Dinas menggunakan: 

a. media rekam kertas; atau 

b. media rekam elektronik. 

(2) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diawali dengan menentukan jenis, susunan, clan 

bentuk Naskah Dinas. 
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Pasal 55 

(1) Lambang Negara dapat digunakan pada Naskah Dinas 

yang ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas 

nama Menteri. 

(2) Lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara 

simetris pada Naskah Dinas. 

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi kop Naskah 

Dinas jabatan dengan Lambang Negara tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 54 

Lambang Negara digunakan pada Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Menteri dan Wakil Menteri. 

Paragraf 2 

Penggunaan Lambang Negara 

ditambahkan atribut tertentu sesuai dengan karakteristik 

atau kebijakan Kementerian Perdagangan. 

se bagaimana 

Dinas dapat 

Negara atau Logo 

ayat (1), Naskah 

Selain Lambang 

dimaksud pada 

(2) 

Pasal 53 

(1) Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 huruf a digunakan dalam Tata Naskah 

Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang 

bersifat resmi. 

Paragraf 1 

Um urn 

Bagian Kedua 

Lambang Negara atau Logo 
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Pasal 59 
(1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas 

penetapan menggunakan angka arab. 
(2) Penomoran Naskah Dinas penugasan menggunakan 

angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa: 

Bagian Ketiga 
Penomoran Naskah Dinas 

Pasal 58 
Tata letak Logo dalam perjanjian kerja sama sektoral antara 
Kementerian Perdagangan dengan kementerian, lembaga, 
pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah 
kabupaten/kota, Logo yang dimiliki Kementerian 
Perdagangan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah 
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota diletakkan 
di atas map naskah perjanjian dan/ atau naskah perjanjian. 

Pasal 57 
(1) Kementerian Perdagangan memiliki Logo sebagai 

identitas lembaga. 
(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

oleh pejabat berwenang selain pimpinan tertinggi pada 
Kementerian Perdagangan. 

(3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan 
di sebelah kiri kepala surat pada Naskah Dinas. 

Paragraf 3 
Penggunaan Logo 

Pasal 56 
Dalam hal terdapat kerja sama yang dilakukan antara 
Kementerian Perdagangan dan kementerian atau lembaga 
lain di lingkungan pemerintah, map Naskah Dinas harus 
menggunakan Lambang Negara. 
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Pasal 62 

Ketentuan mengenai contoh penomoran Naskah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 

61 tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 61 

Penomoran Naskah Dinas khusus menggunakan angka arab 

dengan memuat unsur paling sedikit berupa nomor dan tahun 

terbit. 

c. nomor; 

d. inisial Unit Kerja; dan 

e. tahun terbit. 

Pasal 60 

(1) Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal 

menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling 

sedikit berupa: 

a. kode klasifikasi; 

b. nomor; 

c. inisial Unit Kerja; dan 

d. tahun terbit. 

(2) Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal 

menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling 

sedikit berupa: 

a. kategori klasifikasi keamanan; 

b. kode klasifikasi; 

a. kode klasifikasi; 

b. nomor; 

c. inisial Unit Kerja; dan 

d. tahun terbit. 

- 24 - 



Pasal 64 

(1) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas 

pengaturan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. kertas jenis houtvrij schrijfpapier (HVS); 

b. ukuran F4; dan 

c. standar Kertas Permanen. 

(2) Standar Kertas Permanen sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) meliputi: 

a. gramatur paling sedikit 70 gram/m2 (tujuh puluh 

gram per meter persegi); 

b. ketahanan sobek paling sedikit 350 mN (tiga ratus 

lima puluh milinewton); 

c. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma 

empat puluh dua) metode schopper atau 2, 18 dua 

koma delapan belas) metode MIT; 

d. power of hydrogen (pH) pada rentang 7,5-10 (tujuh 

koma lima sampai dengan sepuluh); 

e. kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 mol 

asam/kg (nol koma empat mol asam per kilogram); 

dan 

f. daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa 

paling sedikit 5 (lima). 

Paragraf 2 

Kertas 

Pasal 63 

Kertas, amplop, dan tinta digunakan pada Naskah Dinas 

dengan media rekam kertas. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Keempat 

Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta 

- 25 - 



Pasal 69 
(1) Surat dinas yang siap untuk dikirim harus dilipat 

sesuai ukuran amplop dengan mempertemukan sudut 

Pasal 68 
(1) Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan 

alamat tujuan. 
(2) Alamat pengmrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa Lambang Negara atau Logo, nama Kementerian 
Perdagangan atau jabatan, serta alamat Kementerian 

Perdagangan. 
(3) Alamat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditulis lengkap dengan nama jabatan atau lembaga dan 
alamat lembaga. 

Pasal 67 
Ukuran, bentuk, dan warna amplop yang digunakan untuk 
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan 
kepentingan Kementerian Perdagangan. 

Paragraf 3 
Am plop 

Pasal 66 
Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam 
pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan 
dengan memperhatikan ketahanan kertas dalam hal Naskah 
Dinas memiliki jangka waktu simpan yang lama atau memiliki 
nilai guna kesejarahan. 

Pasal 65 
Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas 
korespondensi merupakan kertas jenis houtvrij schrijfpapier 

(HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 gram/rn-' 
(tujuh puluh gram per meter persegi). 
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Pasal 72 
(1) Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada kop 

Naskah Dinas yaitu PT Sans Narrow. 

(2) Jenis huruf pada Naskah Dinas arahan yaitu Bookman 

Old Style dengan ukuran 12 (dua belas). 
(3) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas 

korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial 

dengan ukuran 12 (dua belas). 

Pasal 71 
Dalam penentuan jarak spasi pada Naskah Dinas harus 
memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

Bagian Kelima 
Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta 

Kata Penyambung 

Pasal 70 
(1) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas 

merupakan tin ta pigment (durabrite). 

(2) Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan tinta di luar 
jenis tinta yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), jenis tinta tersebut dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

Paragraf 4 

Tin ta 

lipatannya agar lurus dan rapi dengan kepala surat 

menghadap kedepan kearah penerima surat. 

(2) Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca, 
Kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat 
pada jendela am plop. 

- 27 - 



Pasal 74 
(1) Penentuan batas atau ruang tepi pada kertas bertujuan 

untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan 
Naskah Dinas. 

(2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. ruang tepi atas: 

1. apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 
(dua) spasi dibawah kop; dan 

2. apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 
2 cm (dua sentimeter) dari tepi atas kertas. 

b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 cm (dua koma 
lima sentimeter) dari tepi bawah kertas; 

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 cm (tiga sentimeter) 
dari tepi kiri kertas; dan 

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 cm (dua 
sentimeter) dari tepi kanan kertas. 

Bagian Keenam 
Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

Pasal 73 
( 1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan 

sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman 
berikutnya. 

(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditulis pada: 
a. akhir setiap halaman; 
b. baris terakhir teks disudut kanan bawah halaman; 

dan 
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama 

halaman berikutnya. 
(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. 
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Pasal 77 

(1) Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam 

kertas harus ditandatangani oleh Pejabat yang 

berwenang. 
(2) Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam 

kertas elektronik yang terpisah dari Naskah Dinas 

pengantar harus ditandatangani oleh Pejabat yang 

berwenang. 

Bagian Kesembilan 

Lampiran 

Pasal 76 

(1) Tembusan Naskah Dinas memiliki tujuan untuk 

menunjukan bahwa pihak yang bersangkutan perlu 

mengetahui isi surat tersebut. 

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada 

pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas. 

Bagian Kedelapan 

Tembusan 

Pasal 75 

(1) Nomor halaman pada Naskah Dinas menggunakan angka 

arab. 

(2) Letak nomor halaman dicantumkan secara simetris di 

tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung "-" 

sebelum dan sesudah nomor kecuali halaman pertama 

N askah Dinas yang menggunakan kop tidak perlu 

mencantumkan nomor halaman. 

Bagian Ketujuh 

Nomor Halaman 
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Pasal 81 

( 1) Tanda tangan basah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 

80 ayat (2) huruf a digunakan pada Naskah Dinas 

dengan media rekam kertas. 

Pasal 80 

( 1) Pemberian tanda tangan pada N askah Dinas berfungsi 

sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas 

penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan 

keutuhan informasi. 

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. tanda tangan basah; dan 

b. Tanda Tangan Elektronik. 

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang. 

Paragraf2 

Tanda Tangan 

Pasal 79 

Tanda tangan, paraf, dan Cap merupakan bentuk 

pengabsahan Naskah Dinas. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Kesepuluh 

Tanda Tangan, Paraf, dan Cap 

Pasal 78 

Dalam hal lampiran Naskah Dinas memiliki lebih dari satu 

halaman, setiap halaman lampiran harus diberi nomor 

halaman dengan angka arab. 
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Pasal 83 

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan 

dan bentuk kode Quick Response (QR Code) yang disertai 

nama pejabat penandatangan dan namajabatan; 

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik 

didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus 

dicetak; 

mengidentifikasi siapa pejabat penanda tangannya; dan 

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa 

pejabat penandatangan telah memberikan persetujuan 

terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 

yang terkait. 

untuk e. terdapat cara tertentu yang dipakai 

Pasal 82 

Tanda Tangan Elektronik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 

80 ayat (2) huruf b memiliki kekuatan hukum dan akibat 

hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya 

kepada pejabat penanda tangan; 

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat 

proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam 

kuasa pejabat penanda tangan; 

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik 

yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat 

diketahui; 

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang 

terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah 

waktu penandatanganan dapat diketahui; 

(2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 80 ayat (2) huruf b digunakan pada Naskah Dinas 

dengan media rekam elektronik. 
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Pasal 86 

N askah Dinas dengan media rekam kertas yang konsepnya 

terdiri atas beberapa halaman, harus diparaf terlebih dahulu 

pada setiap lembar Naskah Dinas oleh pejabat yang 

menandatangani dan pejabat pada jenjang jabatan di 

bawahnya. 

Pasal 85 

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan 

paraf. 

Pasal 84 

(1) Konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh 

pejabat yang berwenang dibawahnya sebelum 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

bentuk koordinasi berjenjang antar pejabat sebelum 

dilakukan penandatanganan. 

(3) Fitur paraf dalam Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik dapat berbentuk catatan riwayat (log history) 

Naskah Dinas dalam basis data (database) sebelum 

dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang 

berwenang. 

Paragraf 3 

Paraf 

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf b 

dilakukan melalui SRIKANDI, media daring, atau media 

luring; dan 

d. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. 
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Cap dinas terdiri atas: 

a. cap jabatan yang memuat nama jabatan yang digunakan 

sebagai tanda keabsahan Naskah Dinas; 

b. cap kementerian yang memuat Lambang Negara atau 

Logo yang digunakan sebagai tanda keabsahan Naskah 

Dinas; dan 
c. cap unit yang memuat nama Unit Organisasi. 

Pasal 90 

Pasal 89 

(1) Cap digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 

kertas. 

(2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik. 

Paragraf 4 

Cap 

Pasal 88 

(1) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan 

memerlukan koordinasi antar Unit Kerja, pejabat yang 

berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan 

paraf pada kolom paraf koordinasi. 

(2) Letak paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berada di sebelah kanan atau setelah nama jabatan 

penandatangan. 

Pasal 87 

Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut: 

a. untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah 

pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di sebelah 

kanan a tau setelah nama jabatan penandatangan; dan 

b. untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat dibawah 

pejabat penandatangan Naskah Dinas berada disebelah 

kiri atau sebelum namajabatan penandatangan. 
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Pasal 96 

Ralat Naskah Dinas merupakan perbaikan yang dilakukan 

terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan 

ralat dalam Naskah Dinas yang baru. 

Pasal 95 

Pembatalan Naskah Dinas merupakan pernyataan bahwa 

seluruh materi Naskah Dinas tidak diberlakukan lagi melalui 

suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah Dinas yang 
baru. 

Dinas tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

sederajat, atau kebijakan yang ditetapkan. 

Pasal 93 

Perubahan Naskah Dinas yaitu mengubah bagian tertentu 
dari Naskah Din as yang dinyatakan dengan lembar 
perubahan. 

Pasal 94 

Pencabutan Naskah Dinas dapat dilakukan karena Naskah 

Bagian Kese belas 

Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas 

Pasal 92 

Cap yang digunakan untuk Naskah Dinas sangat rahasia dan 

rahasia dapat menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) 

tanpa menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari 
pemalsuan. 

Pasal 91 

Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

90 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 98 

Pengamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: 

a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses 

Naskah Dinas; dan 

b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan 

klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi: 

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan 

akses; 

2. pemberian nomor sen pengaman (security printing); 

dan 

3. pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas. 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasal 97 

(1) Dalam hal Naskah Dinas yang diubah, dicabut, atau 

dibatalkan bersifat mengatur, harus diubah, dicabut, 

atau dibatalkan dengan Naskah Dinas yang setingkat 

a tau le bih tinggi. 

(2) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, 

pencabutan, dan pembatalan yaitu pejabat yang 

menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh 

pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 

(3) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil berupa salah ketik, 

dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah 

Dinas. 
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Pasal 102 

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas dengan kategori 

sangat rahasia, rahasia, dan terbatas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, huruf b, dan huruf c, 

hanya diberikan kepada pimpinan tertinggi Kementerian 

Perdagangan dan/ atau pihak yang berwenang. 

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas dengan klasifikasi 

biasa atau terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

100 huruf d, dapat diberikan kepada seluruh pegawai 

atau masyarakat. 

Pasal 101 

(1) Penentuan kategori klasifikasi keamanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 disesuaikan dengan 

kepentingan dan substansi Naskah Dinas. 

(2) Penentuan kategori klasifikasi keamanan sebagaimana 

Dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 2 (dua) 

tingkat klasifikasi Naskah Dinas. 

Pasal 100 

Klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 huruf a ditentukan dengan kategori: 

a. sangat rahasia; 

b. rahasia; 

c. terbatas; dan 

d. biasa atau terbuka. 

Bagian Kedua 

Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan 

dan Akses Naskah Dinas 

Pasal 99 

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam 

elektronik, SRIKANDI harus memuat fitur pengamanan 

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98. 
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Pasal 105 

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 huruf b angka 1 diberikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode "SR" dengan 

menggunakan tinta warna merah; 

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode "R" dengan 

menggunakan tinta warna merah; 

c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode "T'' dengan 

menggunakan tinta hitam; dan 
d. Naskah Dinas biasa atau terbuka diberikan kode "B" 

dengan menggunakan tinta hitam. 

Paragraf2 

Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses 

Pasal 104 

Terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang 

memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan 

terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

Pasal 103 

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode 

derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada 

sebelah kiri atas Naskah Dinas. 

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi 

keamanan sangat rahasia dan rahasia, dapat 

mengunakan amplop rangkap dua. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Ketiga 

Perlakuan terhadap Naskah Dinas 

Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses 
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Pasal 108 

Ke ten tuan mengenai metode nomor seri pengaman ( security 
printing) pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 107 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 107 

Penggunaan nomor sen pengaman ( security printing) pada 

Naskah Dinas dapat dilakukan dengan metode sebagai 

berikut: 

a. watennarks; 
b. rosettes; 

c. guilloche; 
c. filterimage; 
e. anticopy; 
f. micro text; 
a. linewidth modulation; 
b. reliefmotif; 
1. Invisibleink; atau 

J. metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Pasal 106 

(1) Pemberian nomor seri pengaman (security printing) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b angka 2 

pada Naskah Dinas bertujuan untuk menjamm 

keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah 

Dinas. 

(2) Pemberian nomor sen pengaman (security printing) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan perkembangan teknologi. 

Paragraf 3 

Pemberian Nomor Seri Pengaman (Security Printing) 
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Pasal 112 

(1) Menteri dapat memberikan mandat kepada pejabat lain 

yang menjadi bawahannya untuk menandatangani 

Naskah Dinas, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 111 

(1) Pejabat penanda tangan Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh 

setiap Unit Organisasi. 

(2) Setiap Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) menetapkan batasan kewenangan pejabat 

penanda tangan seluruh jenis Naskah Dinas pada 

jenjang jabatan. 

(3) Ketentuan mengenai contoh susunan dan bentuk 

batasan kewenangan penanda tangan se bagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

BABV 

PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS 

pencetakan pengamanan 

lembaga teknis terkait. 

Pasal 110 

pengaman ( security printing) dan 

dapat dikoordinasikan dengan 

Pembuatan nomor sen 

Pasal 109 

Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas yang bersifat 

rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b angka 

3 dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi 

di bidang ketatausahaan. 

Paragraf 4 

Pembuatan dan Pengawasan 

Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia 
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Pasal 115 

(1) Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah 

Dinas melalui "untuk beliau (u.b.)" hanya sampai pejabat 

dua tingkat di bawahnya. 

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan 

"untuk beliau (u.b.)" meliputi: 

Pasal 114 

(1) Penggunaan "untuk beliau (u.b.)" sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam 

hal pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa kepada 

pejabat satu tingkat di bawahnya. 

(2) Penggunaan "untuk beliau (u.b.)" sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) setelah "atas nama (a.n.)". 

Pasal 113 

(1) Penggunaan "atas nama (a.n.)" sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam 

hal pejabat yang berwenang menandatangani Naskah 

Dinas melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. 

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan 

"atas nama (a.n.)" meliputi: 

a. pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis; 

b. materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas 

dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; dan 

c. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan 

Naskah Dinas berada pada pejabat yang 

melimpahkan wewenang. 

(2) Penggunaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan dengan menyebut: 

a. atas nama (a.n.); 

b. untuk beliau (u.b.); 

c. pelaksana tugas (plt.); atau 

d. pelaksana harian (plh.). 
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Pasal 117 

(1) Penggunaan "pelaksana harian (plh.)" sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dilakukan 

oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari 

pejabat definitif yang berhalangan sementara. 

(2) Pelimpahan wewenang "pelaksana harian (plh.)" 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam 

bentuk tertulis. 

(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang 

definitif kembali di tempat. 

Pasal 116 

(1) Penggunaan "pelaksana tugas (plt.)" sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c dilakukan 

oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari 

pejabat definitif yang berhalangan tetap. 

(2) Pelimpahan wewenang "pelaksana tugas (plt.)" 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam 

bentuk tertulis. 

(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang 

definitif ditetapkan. 

(4) Batasan kewenangan "pelaksana tugas (plt.)" sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai 

dua tingkat struktural dibawahnya; 

b. materi yang ditangani merupakan tugas dan 

tanggung jawabnya; 

c. dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk 

sebagai pejabat pengganti yaitu pelaksana tugas 

atau pelaksana harian; dan 

d. tanggung jawab berada pada pejabat yang telah 

diberi kuasa. 
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Pasal 120 

(1) Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 119 huruf a terdiri atas: 

a. pengendalian N askah Dinas masuk pada media 

rekam kertas; dan 

b. pengendalian Naskah Dinas masuk pada media 

rekam elektronik. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Kedua 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

Pasal 119 

Pengendalian N askah Dinas se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kegiatan: 

a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan 

b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB VI 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Pasal 118 

Ketentuan mengenai contoh penggunaan kewenangan Mandat 

berupa "atas nama (a.n.)", "untuk beliau (u.b.)", "pelaksana 

tugas (plt.)" dan "pelaksana harian (plh.)" sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 117 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Batasan kewenangan "pelaksana harian (plh.)" sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 122 

Tahap penenmaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 

huruf a, Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul 

tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi 

keamanan, yaitu: 

a. sangat rahasia (SR); 

b. rahasia (R); 

c. terbatas (T); atau 

d. biasa a tau terbuka (B). 

a. penerimaan; 

b. pencatatan; 

c. pengarahan; dan 

d. penyampaian. 

Pasal 121 

Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam 

kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf 

a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

Paragraf 2 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

pada Media Rekam Kertas 

(2) Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip: 

a. penerimaan Naskah Dinas masuk dipusatkan di 

Unit Kearsipan dan/ a tau unit lain yang 

menyelenggarakan fungsi kesekretariatan; 

b. penerimaan Naskah Dinas dianggap sah apabila 

diterima oleh petugas atau pihak yang berhak 

menerima di Unit Kearsipan; dan 

c. Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung 

kepada pejabat atau staf Unit Pengolah harus 

diregistrasikan di Unit Kearsipan. 
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Pasal 125 

(1) Naskah Dinas masuk disampaikan kepada Unit Pengolah 

sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian 

Naskah Dinas. 

Pasal 124 

Pengarahan N askah Dinas masuk dengan klasifikasi 

keamanan sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), dan 

biasa atau terbuka (B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

121 huruf c disampaikan langsung kepada Unit Pengolah 

yang dituju. 

a. nomor urut; 

b. tanggal penerimaan; 

c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

d. asal Naskah Dinas; 

e. isi ringkas Naskah Dinas; 

f. Unit Kerja yang dituju; dan 

g. keterangan. 

Pasal 123 

(1) Tahap pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

121 huruf b yaitu pencatatan Naskah Dinas masuk yang 

diterima dari petugas penerimaan yang telah 

dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi 

keamanan. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan meregistrasi Naskah Dinas pada 

sarana pengendalian Naskah Dinas. 

(3) Sarana pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berupa: 

a. buku agenda Naskah Dinas masuk; 

b. kartu kendali; atau 

c. takah. 

(4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit memuat: 
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Pasa1 127 

(1) Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah 

Dinas dengan media rekam elektronik yang diterima dari 

luar lingkungan instansi yang ditujukan kepada pejabat 

tertentu di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui 

akun media komunikasi dalam jaringan pribadi atau 

kedinasan pegawai, harus disampaikan kepada Unit 

Pasa1 126 

( 1) Pengendalian N askah Dinas masuk dengan media rekam 

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat 

(1) huruf b menggunakan SRIKANDI. 

(2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas masuk, 

SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

memuat fitur pencatatan riwayat, pengarahan sesuai 

klasifikasi keamanan, dan penyampaian. 

Paragraf 3 

Pengendalian N askah Dinas Masuk 

pada Media Rekam Elektronik 

(2) Bukti penyampaian Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan: 

a. buku ekspedisi; atau 

b. lembar tanda terima penyampaian. 

(3) Bukti penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memuat informasi mengenai: 

a. nomor urut pencatatan; 

b. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

c. asal Naskah Dinas; 

d. isi ringkas Naskah Dinas; 

e. Unit Kerja yang dituju; 

f. waktu penerimaan; dan 

g. tandatangan dan nama penerima di Unit Pengolah. 
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Pasal 128 

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 120 huruf b terdiri atas: 

a. pengendalian Naskah Dinas keluar pada media 

rekam kertas; dan 

b. pengendalian Naskah Dinas keluar pada media 

rekam elektronik. 

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip: 

a. pengiriman Naskah Dinas keluar dipusatkan dan 

diregistrasi di unit kearsipan atau unit lain yang 

menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk 

Naskah Dinas yang dikirimkan langsung oleh 

pejabat atau staf Unit Pengolah; dan 

b. sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi: 

1. nomor Naskah Dinas; 

2. Cap Dinas; 

3. tanda tangan; 

4. alamat yang dituju; dan 

5. lampiran jika ada. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

Kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam 

SRIKANDI. 

(2) Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah Dinas 

dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan menggunakan 

tangkapan layar (capturing) atau salinan digital (soft file). 
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Pasal 130 

(1) Pada tahap pencatatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 129 huruf a, Naskah Dinas keluar yang dikirim 

harus diregistrasi pada sarana pengendalian N askah 

Dinas keluar. 

(2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. buku agenda Naskah Dinas keluar; 

b. kartu kendali; atau 

c. takah. 

(3) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. nomor urut; 

b. tanggal pengiriman; 

c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; 

d. tujuan Naskah Dinas; 

e. isi ringkas Naskah Dinas; dan 

f. keterangan. 

a. pencatatan; 

b. penggandaan; 

c. pengiriman; dan 

d. penyimpanan. 

Pasal 129 
Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam 

kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf 

a dilaksanakan melalui tahapan: 

Paragraf 2 
Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

pada Media Rekam Kertas 
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Pasal 133 

(1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 

huruf d dilakukan oleh Unit Pengolah melalui sarana 

pengendalian N askah Dinas dan pertinggal N askah Dinas 

keluar. 

(2) Pertinggal Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan 

Naskah Dinas masuk sesuai dengan klasifikasi arsip. 

Pasal 132 

(1) Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 

huruf c dilakukan oleh Unit Pengolah dimasukkan ke 

dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap 

dan nomor N askah Dinas sesuai dengan kategori 

klasifikasi keamanan. 

(2) Khusus untuk Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi 

keamanan sangat rahasia (SR), rahasia (R), dan terbatas 

(T), Naskah Dinas dapat dimasukkan ke dalam amplop 

kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju 

dan pembubuhan Cap Dinas. 

(3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah Dinas, 

dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan 

tanda "untuk perhatian (u.p.)" diikuti nama jabatan yang 

menindak lanjuti di bawah nama jabatan yang dituju. 

Pasal 131 

(1) Penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 

huruf b dilakukan setelah Naskah Dinas keluar 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Penggandaan Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) yang memiliki kategori klasifikasi 

keamanannya sangat rahasia (SR), rahasia (R), dan 

terbatas (T) harus diawasi secara khusus oleh petugas. 
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Pasal 136 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022. 

Pasal 135 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1183), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 134 

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dengan media 

rekam elektronik menggunakan SRIKANDI. 

(2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, 

SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat fitur pencatatan riwayat, pengiriman, dan 

penyimpanan. 

Paragraf 3 

Pengendalian N askah Dinas Keluar 

pada Media Rekam Elektronik 
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BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 525 

YASONNA H. LAOLY 

ttd. 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 

padatanggal 25Mei2022 

MUHAMMAD LUTFI 

ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Mei 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas tidak berlaku 

terhadap Peraturan Perundang Undangan. Penyusunan 

Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan 

sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang­ 

U ndangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang 

a. Peraturan Perundangan-undangan 

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

bahwa Peratuan Menteri termasuk salah satu jenis 

Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah 

jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan 

tertentu dalam pemerintahan. 

I. JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 

A. Naskah Dinas Arahan 

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan 

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan 

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan 

Kementerian Perdagangan yang berupa produk hukum yang bersifat 

pengaturan, penetapan, dan penugasan. 

1. Naskah Dinas Pengaturan 

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas: 

a. Peraturan Perundang-udangan; 

b. Instruksi; 

c. Surat Edaran; dan 

d. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENT ANG 

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN 
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

b. Instruksi 

Susunan dan bentuk Instruksi 

1) Kepala 

Bagian kepala instruksi terdiri dari: 

a) kop instruksi yang ditandatangani Menteri 

Perdagangan atau atas nama Menteri 

Perdagangan menggunakan apital negara 

yang disertai nama Kementerian Perdagangan 

dengan huruf apital secara simetris; 

b) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang 

menetapkan, yang ditulis dengan huruf apital 

secara simetris; 

c) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; 

d) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; 

e) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; dan 

f) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, 

yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri 

dengan tanda baca koma secara simetris. 

2) Konsiderans 

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari: 

a) Kata Menimbang, yang memuat latar belakang 

penetapan instruksi; dan 

b) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum 

sebagai landasan penetapan instruksi. 

3) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi 

instruksi. 
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4) Kaki 

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri 

bawah, yang terdiri dari: 

a) Tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan 

tanggal penetapan instruksi; 

b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang 

ditulis dengan huruf apital dan diakhiri dengan 

tanda koma; 

c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi 

apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, 

maka penempatan Tanda Tangan Elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada 

contoh susunan dan bentuk instruksi; dan 

d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, 

yang ditulis dengan huruf apital, tanpa 

men can tumkan gelar. 
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Nama jabatan clan 
nama Iengkap ditulis 
dengan huruf kapital, 

Kota sesuai dengan 
lembaga clan tanggal 
penanclatanganan. 

Memuat subslansi 
tentang arahan yang 
diinstruksikan. 

Daftar pejabat yang 
menerima instruksi. 

Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetapkannya 
instmksi. 

Penomoran yang 
berurutan clalam satu 
tahun takwin. 

Judul Instruksi yang 
ditulis dengan huruf 
kapital, 

Lambang negara clan 
nama jabatan yang 
telah dicetak. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 

Dikeluarkan di . 

pada tanggal . 

dan seterusnya. 

Untuk 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Dalam rangka , dengan ini memberi instruksi 

Kepada 1. Nama/Jabatan Pegawai; 

2. Nama/jabatan Pegawai; 

3. Nama/Jabatan Pegawai; 

4. Nama/Jabatan Pegawai; 

NAMA JABATAN , 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
INSTRUKSI.. . 

NOMOR ... TAHUN . 

TENT ANG 

Conteh Susunan dan bentuk Instruksi 
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c. Surat Dinas 

Susunan dan bentuk Surat Edaran 

1) Kepala 

Bagian kepala surat edaran terdiri atas: 

a) kop surat edaran yang ditandatangani Menteri 

Perdagangan a tau atas nama Menteri 

Perdagangan menggunakan Lambang Negara, 

yang disertai nama Kernen terian Perdagangan 

dengan huruf apital secara simetris; 

b) kop surat edaran yang ditandatangani oleh 

pejabat selain Menteri Perdagangan dan Sekretaris 

Jenderal menggunakan logo, yang disertai nama 

Kementerian Perdagangan dengan huruf apital 

secara simetris; 

c) kata Yth., yang diikuti oleh nama jabatan yang 

dikirimi sura tedaran; 

d) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah 

Lambang Negara/logo lembaga, ditulis dengan 

huruf apital serta nomor surat edaran di 

bawahnya secara simetris; 

e) kata tentang, yang dicantumkan dibawah kata 

surat edaran ditulis dengan huruf apital secara 

simetris; dan 

f) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan 
huruf kapital secara simetris di bawah kata 

ten tang. 
2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: 
a) Latar belakang tentang perlunya dibuat surat 

edaran; 
b) Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; 
c) Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; 
d) Peraturan perundang-undangan atau Naskah 

Dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat 
edaran; 
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e) Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap 

mendesak; dan 

f) Penutup. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat edaran ditempatkan disebelah kanan 

yang terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal penetapan; 

b) nama jabatan pejabat penandatangan, yang 

ditulis dengan huruf apital, diakhiri dengan 

tanda baca koma; 

c) tanda tangan pejabat penandatangan, apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan Tanda Tangan Elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada 

contoh susunan dan bentuk surat edaran; 

d) nama lengkap pejabat penandatangan, yang 

ditulis dengan huruf apital; dan 

e) Cap Dinas. 
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Oa'tar pe~b.l yang 
rreoer rr.J terr bus..,r, 
'iorat Ed.Iran 

Kota s~ua, dene.Jn 
JIJ-n.it trmbil-£.i d.J<1 
angga 

McTJJt pc'IJ!UIJO 

va nt IN!n1ad1 da~, 
d1te~ap,.af'lnva SE 

Me-r Jat 1laun 
t~n:.tni !>'rlu 
d1tet.1p N)•a S[ 

Pe'lomora111 yang 
bc•ur:.i .in da am 
wtu hthur, 1.tlw,n 

Datta, oe,.it:wt vang 
eN!flfT'.a S£ 

lamo.ing 
nc:-;:;ir;i/logo 

lr<nb,1z1 dan namil 
1.1b.it..1n/rJm.t 

lemb.lga \•n.t te•.ip,, 
diC;:~~ (Op ~mba&<l 

:.1c:-..:1t:~ PJ::RDA(i.\:\'GA\ iU.ft.:BLl1". I. OO~F.Sl~. 

p 1c!a :an~~.l. . . 

Temuu ·· :i. 

I . 
2. 
3. dan 1,.ctcn .. s nvn 

Latar Bclakan z 

2 ~\,...:sue dan • Uj :i:, 

J R 1.11 ~ Lmg ..... -P 

; Oasar 

s Isa r.d;-ir II 

(.) Pe r.u up 

l 
J On!l ~CtC'I usn-, ,'l 

Yth 

l'llS:\ TER. P~RD.-\G.\ ~G.\~ REPL BLih I. DO~LSIA 

Contoh Format Surat Edaran 
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Daftar pejabat yang 
menerima 
tembusan Surat 

Namajabatan dan 
nama lengkap 
ditulis 

Kota sesuai dengan 
alamat lembaga dan 
tanggal 
penandatanganan. K 

Memuat isi edaran 
mengenai hal 
tertentu yang 
dianggap 
mn"~~<",..t,. ~,10""'1,.-.t 

Memuat peraturan 
yang menjadi dasar 
ditetapkannya 
c-r- ""--··-• 

Memuat alasan 
tentang perlu 
ditetapkanya 
C"r. ....... _ ......... , ........ _ 

... , .... ·- n ... _ ... _..,_,._ 

Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun 

Daftar pejabat yang 
menerima SE.Daftar 

Lam bang 
negara/logo 

lembaga dan nama 
jabatan/nama 

lembaga yang telah 
dicetak.Kop 

lembaga 

} 

SEKRETARIS JENDERAL, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 

Ditetapkan di .. 

pada tanggal .. 

Tembusan: 
1. . . 
2. . . 
dan seterusnya 

6. Penutup 

5. lsi Edaran . 

4. Dasar 

3. Ruang Lingkup 

2. Maksud dan Tujuan 

1. Latar Belakang 

SURAT EDARAN 

NOMOR ... TAHUN ...... 

TENT ANG 

Yth. 1. . 
2 . 
3. dan seterusnya 

Contoh Format Surat Edaran 
yang ditandatangani oleh selain Pejabat Negara 

- 58 - 



prosedur 
administrasi pemerintah. 

2. Nama Unit Kerja. 
3. Tahun pembuatan 
4. Informasi lain yang diperlukan. 

d. Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 

1) Pengertian 

Standar opersional prosedur administrasi pemerintah 

adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian 

petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 

2) Tujuan standar opersional prosedur administrasi 

pemerintah 

Standar operasional prosedur administrasi pemerintah 

bertujuan untuk: 

a) menyederhanakan, memudahkan, dan 

mempercepat penyampaian petunjuk; 

b) memudahkan pekerjaan; 

c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan 

kegiatan; dan 

d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, 

dan unsur pelaksana. 

3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang menetapkan dan menandatangani 

standar operasional prosedur administrasi pemerintah 

yakni pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang 

ditunjuk. 

4) Susunan 

a) Halaman Judul ( Cove71 
Halaman judul merupakan halaman pertama 
sebagai sampul muka sebuah standar operasional 
prosedur administrasi pemerintah. Halaman judul 
ini berisi informasi mengenai: 
1. Judul standar operasional 
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administrasi pemerintah 
Daftar isi 1n1 dibutuhkan untuk membantu 
mempercepat pencarian informasi dan menulis 
perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian 

lSl prosedur operasional Standar Daftar c) 

b) Keputusan Pimpinan 
Karena Standar operasional prosedur administrasi 
pemerintah merupakan pedoman bagi setiap 
pegawai, harus memiliki kekuatan hukum. Dalam 
halaman selanjutnya setelah halaman judul, 
disajikan keputusan pimpinan tentang penetapan 
Standar operasional prosedur administrasi 
pemerintah. 

~ .... -A_la-m-at-1-em-b-ag_a __ _. Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 12560 

-~ .... _J_t_t_pe_m_b-ua-tan __ _. 

Judul dokumen SOP 
sesuai unit kerja yang 
membuatnya 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

2017 

Kop lembaga, unit 
organisasi, unit kerja . 

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
REPUBLIK INOONESIA 

Berikut adalah contoh halaman judul sebuah SOP 
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tertentu dari Standar operasional prosedur 

administrasi pemerintahterkait. 

d) Penjelasan singkat penggunaan 

Sebagai sebuah manual, SOP memuat penjelasan 

mengenai bagaimana membaca dan 

menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain 

mencakup: 

1. Ruang lingkup, menjelaskan tujuan prosedur 

dibuat dan kebutuhan organisasi. 

2. Ringkasan, memuat ringkasan singkat 

mengenai prosedur yang dibuat. 

e) Bagian identitas 

Bagian identitas dari prosedur dalam standar 

operasional prosedur administrasi pemerintah 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Logo instansi dan nomenklatur Unit Kerja 

pembuat 

2. Nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara 

berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim. 

3. Tanggal pengesahan, diisi tanggal 

pengesahan SOP oleh pejabat yang 

berwenang di Unit Kerja 

4. Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau 

tanggal rencana diperiksa kembali SOP yang 

bersangku tan 

5. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang 

pada Unit Kerja. Item pengesahan berisi 

nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama 

pejabat yang disertai dengan NIP serta 

stempel/ cap instansi. 

6. Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. 

7. Dasar Hukum, berupa peraturan perundang­ 

undangan yang mendasari prosedur yang 

dibuat menjadi SOP beserta aturan 

pelaksanaannya 
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8. Keterkaitan, memberikan penjelasan 

mengenai keterkaitan prosedur yang 

distandarkan dengan prosedur lain yang 

distandarkan (SOP lain yang terkait secara 

langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan 

dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut). 

9. Peringatan, memberikan penjelasan 

mengenai kemungkinan yang terjadi Ketika 

prosedur dilaksanakan a tau tidak 

dilaksanakan. Peringatan mem berikan 

indikasi berbagai permasalahan yang 

mungkin muncul dan berada di luar kendali 

pelaksana Ketika prosedur dilaksanakan, 

serta berbagai dampak lain yang 

ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula 

bagaimana cara mengatasinya bila 

diperlukan. Umumnya menggunakan kata 

peringatan, yaitu jika/ apabila-rnaka (if-then) 

atau batas waktu (dead line) kegiatan harus 

sudah dilaksanakan. 

10. Kualifikasi Pelaksana, memberikan 

penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

perannya pada prosedur yang distandarkan. 

11. Peralatan dan perlengkapan, memberikan 

penjelasan mengenai daftar peralatan utama 

(pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan 

yang terkait secara langsung dengan 

prosedur yang dibuat menjadi SOP. 

12. Pencatatan dan pendataan, memuat berbagai 

hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat 

tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat 

formulir-Iormulir tertentu yang akan diisi 

oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam 

proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan 

dalam proses, diwajibkan untuk mencatat 

dan mendata apa yang sudah dilakukannya, 
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merupakan urutan bagi suatu proses 
kegiatan. Biasanya menggunakan kalimat 
aktif dengan menggunakan awalan me- 

3. Pelaksana, meru pakan pelaku ( actor) 
kegiatan. Simbol diagram alir sesuai dengan 
proses yang dilakukan. Keterangan symbol 

Nomor, diisi nomor urut 
Tahap Kegiatan, diisi Tahapan kegiatan yang 

prosedur yang distandarkan, yang berisi: 

1. 

2. 

f) Bagian Flowchart 
Meru pakan uraian mengenai langkah-langkah 
kegiatan secara berurutan dan sistematis dari 

Contoh Bagian Identitas 

PENCATATAN DAN PENOATAAN: PERINGATAN· 

MOT·11 e- CHDJ so~.,t 
CEL.A.<SA.t.tMU URVWl KE=-ROTC..:01.A._'10AN Pi.QJJ.JA""""'OHASKEl.tE~CT"e.=tlAN 

PERALAT ANJPERL91GKAPAN· KETERIWTNt 

KUALIFIKASI PELAKSANA: OASAR HUKUM: 

lf.t~~~~l•.o:..-u.all;_"'.~S!C.,..:,20ll~~- 
2. Ur:r;,-V~•"'; Rl'l)...b!I( lr.:crt.s., f\b-,or 3711t1..- ·~t~ra rt~ .. -;c- Lu.t Ne;,Ml. 
l Uf:JT';,,ll~.:.1.r; R~Oft lr:~·•'I t~O!T!Of l41P: 2.j~ :t'1~; S.rottl. t.1."•1 CA"I 

U..1'11»~ Ht;art Hn-. L..1;1. Ke::..ariJU"\; 
4 Fv,H,'I" Pr1t1or'!l:"t ~~ .. b.:k I·:~,.,._, N:,,i:w fl T,,,, .... 05' Ttr!li-; l<A~r!_.r 

l(~olotlr 1.tr;P.1 T111 Tt-"l'lpl. Tau Up.a-:111 ~11'1 T111 F.,-;t-orru,;ri 
S Plfl:~.- M~e,rj P•~•~•r~"'I N~or S\1-0AG~Z 2'!61ru~; Otg:r:su1 :r Tl.2 

l<a'jl 1or..amr:•N"'r Pt!:1;1r;r 

JAIIUAH SEKRETARIS JENDEIW.. NAIIASOP 

SUOIH RAHMANSYAH BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

KEPALA BIRO UMUII DAN LAY ANAN 
PENO AD MN 

DI SAHKAH OlEH 

TGl.EFEKTF KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
R[PU81 IK INOONl:SIA 

TGl. REVISI 

TGl. PEIIBUATAN 

MOT· 10 tl.CFII.Cl.SOP.01 IK. I>. tSJ-0\G ~) NOMOR SOP 

dan memberikan pengesahan bahwa langkah 

yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada 

langkah selanjutnya. Pendataan dan 

pencatatan akan menjadi dokumen yang 

memberikan informasi penting mengenai 

"apakah prosedur telah dijalankan dengan 

benar". 
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sebagaimana ditentukan pada daftar symbol. 
Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan 
(Jabatan Fungsional Umum, Jabatan 
fungsional Tertentu, Jabatan Struktural) 
yang ada di Unit Kerja yang bersangkutann 
yang melakukan proses kegiatan. Urutan 
penulisan Jabatan dimulai dari jabatan yang 
terlebih dahulu melakukan tahap kegiatan. 
Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit 
lain, maka jabatan Unit Kerja lain diletakkan 
setelah kolom jabatan di unit yang 

bersangku tan. 
4. Mutu Baku, berisik elengkapan waktu, 

output dan keterangan. Agar SOP init erkait 
dengan kinerja, maka setiap aktivitas 
hendaknya mengidentifiikasikan mutu baku 
tertentu, seperti waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan persyaratan/ 
kelengkapan yang diperlukan (standar input) 
dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi 
alat kendali mutu sehingga produkakhirnya 
(end product) dari sebuah proses telah 
memenuhi kualitas yang diharapkan, 
sebagaimana ditetapkan dalam standar 
pelayanan. Untuk memudahkan dalam 
pendokumentasian dan implementasi, 
sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam 
unsure prosedur meskipun muatan dari 
unsure tersebut akan berbeda sesuai dengan 
kebutuhan Unit Kerja. Norma waktu bisa 
dalam hitungan menit, jam, hari. 
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a) kop keputusan yang ditandatangani Menteri 

Perdagangan a tau atas nam.a Menteri 

Perdagangan menggunakan Lam bang Negara, 

yang disertai dengan nam.a Jabatan Menteri 

a. Susunan dan bentuk Keputusan 
1) Kepala 

Bagian kepala keputusan terdiri atas: 

2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 

penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat 
kelengkapan suatu kegiatan. 

g) Bagian pendukung 
Bagian pendukung berisi uraian, keterangan, atau 
contoh-contoh formulir yang dapat mendukung 

MUWB•ku 

K•aubag Tata Ka•ub. K••ub•g No AkttflHa K•b•g T•ta Protokot dan Kepa,la Bfro Ke•r•no-n u ...... S.•kreuitia uaaha Perja .. nan Uruaan Umum P'ar.ya,.t.n Waktu Output 
.Janderal OlnH ~ 

Mitnen.meWomws. c::::) Worme.sa k:eg:oton 5,,_,., Aonc:are Tamu Undangan 
r:te.n SMCr.uns S.,.,.. s.ta«an~ Jal'ICMC'a1 k:-o,.-ta"'\. .. U,.. ~•·n ,n,w,oena, acera repat 

CJ 
mancakup 
Kam.ftananll.....roa 
Qlll)\&Ollla.si..'duniO. 
u•ahe oanl.ltllt 
lftfka1t 

Melftpo< kepaoe D lnlt)ffl'IO.st ke9111tan s""""' .. onna., 
Kepala Ba0t11n Tata Seknna1is Jenderal keg,at:ftn 
usena 1erkAn aca,a SetueL&na 
dan kehad ran ht.mU Jendef'al yang 
Sekfetari5 JendotaJ tiMlh a eskalllls, 

ka KaibegTU 

M~e.nln"om&91 CJ WonNSt k~ata.n s_.... .... _ .. 
l'"1Calt eeere don $ok:ra&.o,ns J*Getal da.n lcegui,tan 
ketw.dtran tamo ka~g 1U 6ekt.mn• ~kremns 
S~e?ans Jendetal ,......,., J.noeral yang 

CJ 1c&at1 d oskalift5' 
ke Kepela B,ro 
Umun 

Mvngmstruk'Slkan untuk lnfo,moM ug u.tan 30menot .,..,,_ 
memperSlapun CJ s.krMeJtt J4tno.tal mn ~k.une9!'1 
S-8081l115MU81\H"tY9 Ka.b&glU acer• Yl'nQ 
l&mwt.SLM petflDal dike\.af1'.An OiQn 

-no D Kepo]a S.ro 

""""" 
Mongt\lJbulgl Pe,abot I lrtllCNkll dWl at"ilha.11 30.,...,.: Ha51'lkordin.1~ 
~ngdon D t<epala Bun lJrTLlffl tf!f'kn.t dengon petobat 
beoOOfdl,.. .. terkait o,etakAJ'MUin aaita ..-,,,.,,no 
pet¥apen rueng s.kretarls Jende,al dan 

-•muon ~eocenaan 
__.,.an 
"''""' 

8 M11nyiapkan run.no Oaftar tomu teftl:811 90menrt Oa.flot 1amu dan 
pe,n•muen D ,,_~Jd•n~nwmu ~Mya a,gunakan 

kftsut>ag urusan 
oalemdlllom 

I ~nrueng 

CJ 
)a muon 

Menyiepitor.'mernllin Oa"lartamuc.erl<e.h 60 .... nlt oena, 
""'""-" CJ PfHMJnaJ can J.WTAh tatnu "°"""""""""" ~ngtdeh 

D 
dlpers.iae>kan 
llfCUk ecere 
SektMan.S 

I Jender•I 

8 MwrwtSan kons..umsl Oa'"'l:ar let\Ma"T'ISl.\'nenu 60,,,.M Pesa Mn 
kepoda pct'1)"9da yang telahdioefsiopkan konswns.i yilng 
kons...-ns1,eatenno l..ft\.M aura Sekr.U.r1s Wllohd~nke 

Jenden,J pehaJr;.\etkall 

0 Melapor kQOMl:.a J 
Laporiln finill k:Oglata.n 10nllolr.t """"""" S,,mplnon tenrai,g acara Sekrecens JerodefaJ Kepala Btro 

1(9hadiran tamu D """"" Sekrfrtar1s Jenckttat 

,o Kordin&SI dengan i..nt D MesuMn mn 5Ubtlg TU 90......,, Per51apan r,n.l Koron ... 

tetkan dsn lnsaans. &ttktf!tans .i.noen1 tentan ..,........,, dietcs.anaktu'I artara 

ta.Oum petaks.onaan kc."dinas, acat• p,ollUc:Sana11n ~oianl\J 
aaua,O.muen Sektet:ons Jenoero1 

c=:::> Se«ieu;ris dan ProtokOI dengain 
Jende1al t.n11erkat111risu1nsJ 

tet1tAIVdlna ut.aha 
itwkait J9mu.n 
Sektetans .Jenoetel 

contoh Bagi an Flowchart 
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Perdagangan Republik Indonesia yang ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; 

b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat 

selain Menteri Perdagangan dan sekretariat 

lembaga negara menggunakan logo, yang disertai 

nama Lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris; 

c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang 

menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; 

e) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris; 

t) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; dan 

g) nama jabatan pejabat yang menetapkan 

keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma. 

2) Konsiderans 

Bagian konsiderans keputusan terdiri atas: 

a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat 

alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan ten tang 

perlu ditetapkannya keputusan; dan 

b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat 

peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

pengeluaran keputusan. 

3) Diktum 

Bagian diktum keputusan terdiri atas hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang 

ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata 

menetapkan ditepi kiri dengan huruf awal 

kapital; 
b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan 

setelah kata menetapkan yang ditulis dengan 

huruf awal kapital; dan 
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c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat 

dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

4) Batang Tubuh 

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh 

keputusan sama dengan ketentuan dalam 

penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan 

bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan 

bilangan bertingkat/ diktum kesatu, kedua, ketiga, 

dan seterusnya. 

5) Kaki 

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri atas: 

a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; 

b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma; 
c) tanda tangan pejabat yang menetapkan 

keputusan, apabila menggunakan tandatangan 

elektronik maka penempatan tandatangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tandatangan pada contoh susunan dan bentuk 

keputusan; dan 

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani 

keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, 

tanpa mencantumkan gelar. 

b. Pengabsahan 
1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan 

bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti 

sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh 

pejabat yang bertanggungjawab di bidang hukum atau 

administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai 

dengan isi keputusan. 

2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, 

yang terdiri atas kata Salinan sesuai dengan aslinya, 

diikuti dengan nama lembaga, nama jabatan, ruang 

tanda tangan, dan nama pejabat penandatangan. 
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3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tanda 
tangan dan Cap Dinas lembaga. 

c. Distribusi 
Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada 
yang berkepentingan. 

d. Hal yang perlu diperhatikan 
Naskah asli dan Salinan keputusan yang ditandatangani 
harus disimpan sebagai arsip. 
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Namajabatan dan 
nama lengkap 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital. 

Kota sesuai dengan 
alamat lembaga dan 
tanggal 
penandatangan. 

Memuat substansi 
tentang kebijakan 
yang ditetapkan. 

Memuat peraturan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkannya 
keputusan. 

Memuat alasan 
perlu 
ditetapkannya 
keputusan . 

Penomoran yang 
berurutan dalarn 
satu tahun takwin. 

Lambang nagara 
dan nama jabatan 
yang telah dicetak. 

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 

1. 

2. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Tanda Tangan clan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 

Ditetapkan di . 

pada tanggal .. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN TENTANG 

. , 

....................................................................................... , 1. 

2. 

....................................................................................... , 
b. bahwa . 

....................................................................................... , 

KESATU: 

KEDUA: 

KETIGA: 

Menetapkan: 

Mengingat: 

Menimbang: a. bahwa . 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUTUSAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENT ANG 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Contoh Format Keputusan 

(Ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Kementerian) 
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Nama jabatan clan 
nama Jengkap 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital. 

Kota sesuai dengan 
alamat lembaga dan 
tanggal 
penandatangan. 

Memuat substansi 
tentang kebijakan 
yang ditetapkan. 

Memuat peraturan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkannya 
keputusan. 

Memuat alasan 
perlu 
ditetapkannya 
keputusan. 

Judul keputusan 
ditulis dalam hufuf 
kapital. 

Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun takwin. 

SALINAN Keputusan ........ ini disampaikan kepada: 

1. 
2. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 

Ditetapkan di . 

pada tanggal . 

········································································· 

Mengangkat . 

Menugaskan . 

······························································································· 

KESATU: 

KEDUA: 

KETIGA: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG 

Contohlogo 
instansi clan nama 
unit yang telah 
dicetak. 

. , 

....................................................................................... , 1. 

2. 

....................................................................................... , 
b. bahwa . 

....................................................................................... , 
a. bahwa . 

NAMA JABATAN , 

KEPUTUSAN . 

NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

h.t \II.:\ I t.J{I \'\ l'tl{I),\(; v-«, \'\ 
!-lth.lU' I \IU \I .,1..,utn \I. 

Mengingat: 

Menimbang: 

KfM[NlERIAN 
PERDAGANGAN 
, , 1111,ct•· ,t• 

Contoh Format Keputusan 

(Ditandatangani oleh Selain Pimpinan Tertinggi Kementerian) 
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penempatan tandatangan elektronik disesuaikan 

dengan peletakan tandatangan pada contoh 

susunan dan bentuk surat perintah/surat tugas; 

elektronik maka menggunakan tandatangan 

perintah/ memberi tugas, secara simetris, diikuti 

kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan 

pegawai yang mendapat tugas; dan 

c) Dibawah kata kepada ditulis kata untuk yang 

berisi tentang tugas yang harus dilaksanakan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat perintah/ surat tugas ditempatkan 

disebelah kanan bawah yang terdiri atas: 

a) tempat dan tanggal surat perintah/ surat tugas; 

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap 

awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

c) tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila 

memberi kata dengan 

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Tugas) 

a. Susunan dan bentuk Surat Tugas 

1) Kepala 

Bagian kepala surat tugas terdiri atas: 

a) kop surat tugas berupa Lambang Negara atau 

Logo; 

b) kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital 

secara simetris; dan 

c) nomor, berada di bawah tulisan surat tugas. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas hal-hal 

se bagai beriku t: 

a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau 

dasar: 

1. pertimbangan memuat alasan ditetapkannya 

surat tugas; 

2. dasar memuat ketentuan yang dijadikan 

landasan ditetapkannya perintah/ surat tugas 

terse but; 

b) Diktum dimulai 
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Nama jabatan dan 
nama lengkap 
ditulis deogan 
huruf awal kapital. 

Kola sesuai 
alamat lembaga 
dao tanggal 
penandatanganan. 

Memuat 
substansi arahan 
yang 
diperintahkan. 

Daftar pejabat 
yang menerima 
perintah. 

Memuat 
peraturan/dasar 
ditetapkannya 
surat perintah. 

Penomoran terdiri 
dari nomor 
naskah, kode unit 
kerja, inisial jenis 
naskah, bulan dan 
tahun terbit 

Logo dan narna 
lembaga yang 
telah dicetak. 

Nama Jabatan, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

Nama Lengkap 

Nama Tempat, Tanggal 

4. dan seterusnya. 

1 , 

2 , 

3 , 

Untuk: 

4. dan seterusnya. 

3 , 
.............................................................................. , 

1 , 

2 . 
Kepada: 

Memberi Togas 

.............................................................................. , 
1 , 

2 . 
Dasar: 

Menimbang: a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

NOMOR ... / ... /ST/ ... / .... 

KEMENl ERIAN 
PEROAGANGAN 
ta , .. 

h.~ \II., I FIU.\, PtlU>.\C.\ ,<,.\, 
~I h.RI L\IU.\I .lt:'\IHH \L 

Contoh Susunan dan bentuk Surat Perintah/Surat Togas 

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat 
perintah/ surat tugas, yang ditulis dengan huruf 
awal kapital pada setiap awal kata; dan 

e) Cap Dinas. 
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B. Naskah Dinas Korespondensi 

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern 

a. N ota Dinas 

1) Susunan dan bentuk Nota Dinas 

a) Kepala 

Bagian kepala nota dinas terdiri atas: 

1. kop nota dinas terdiri atas nama Lembaga 

dan Unit Kerja yang ditulis secara simetris di 

tengah atas; 

2. kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris; 

3. kata nomor, yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris; 

4. kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal 

kapital, diikuti dengan tanda baca titik; 

5. kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital; 
6. kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital; dan 

7. kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital. 

b) Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas Alinea 

pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, 

danjelas. 

c) Kaki 
Bagian kaki nota dinas terdiri atas tanda tangan, 

nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). Apabila 

menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka 

penempatan Tanda Tangan Elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tandat angan pada 
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Nama jabatan dan 
nama lengkap 
ditulis dengan 
huruf awal kapital, 
tidak dibubuhi 
cap dinas. 

Memuat laporan, 
pemberitahuan, 
arahan, peringatan, 
saran, pernyataan, 
atau permintaan 
berupa catatan 
ringkas terhadap 
suatu masalah. 

Penomoran terdiri 
dari nomor naskah, 
kode unit kerja, 
inisial jenis naskah, 
bulan dan tahun 
terbit 

Kop surat (nama 
unit organisasi/ 
unit kerja beserta 
alamatnya). 

Tembusan: 
1. . . 
2. . . 
3. dan seterusnya 

Nama Jabatan, 
Tanda Tangan 
Nama Lengkap 

························································································· 
.......................................................................................... 

···································································································· 
·························································································· 

···································································································· 
···································································································· 
···································································································· 

·························································································· 

Yth. 
Dari 
Hal 
Lampiran 
Tanggal 

NOTA DINAS 
NOMOR ... / .... /ND/ ... / .... 

Kf'1[NT[RIAN 
PERDAGA"IGAN 
•f ,i,t, II< ' \IA 

J ' 

"·· \II,;\ l ERi \\ PUU>.\(,.\.\(, \ \ 
Sl:.h.RU.\HI.\I ,1 •.. \Utlt \I. 

Contoh Susunan dan bentuk Nota Dinas 
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0 

0 

DISPOSISI: 

O File TU SEKRETARIS JENDERAL Bicarakan dengan saya 

Harap diteliti 
I 

O Bicarakan pada rapat -------------- 
ITanggapan saudara 

I iuntuk diketahui 

15. TU Setjen 

'=I=-=========================;:::=~==:::::::::::::::::;=:::==:==--=======-~::...=...:= ID Buat konsep jawaban untuk saya jO 
I 

14. Ka.Pusat Data dan Informasi 

1111. Kapus Diklat Perdagangan 

12. Kapus Penangangan Issue Strategis 

'~'--------------------------- 113. Kapus Pengembangan Sumberdaya Kemetrologian 

119. Karo Humas 
I_ - 

10. Karo Advokasi Perdagangan 

I Js. Karo Umum 

J7. Karo Hukum 
16. 

Karo Keuangan 

I 5. Karo Organisasi dan SDM 

4. Karo Perencanaan 

I i3' Staf Khusus Menteri .. 
-----r----- 

r 
2. Staf Ahli Menteri/Staf Khusus Menteri . 

1. Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Sadan 

Tanggal Dari SEKRETARIS JENDERAL untuk : r Paraf 

0 

- 1°1 
'° I[] 

0 

0 

I° 
,---- 

10 
,---- 

0 

0 

10 

I° 
'[] 

0 

0 

Isi Ringkas 

Nomor / Tanggal 

Asal 

I 
No. Agenda 

Tgl. Terima 

LEMBAR DISPOSISI 
SEKRETARIS JENDERAL 

Contoh Lembar Disposisi 

b. Disposisi 

Disposisi yakni petunjuk tertulis mengenai tindak 

lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secarajelas 

pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika 

didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan 

dengan surat masuk. 
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lembaga negara menggunakan Logo, yang disertai 

nama Lembaga dengan huruf kapital secara 
simetris; 

c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik 

disebelah kiri dibawah kop surat undangan 
intern; 

d) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik 

di sebelah kanan atas sejajar / sebaris dengan 

nomor; dan 

e) kata Yth., yang ditulis dibawah hal, yang diikuti 

dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi 

surat undangan intern (jika diperlukan). 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri 
atas: 

a) Alinea pembuka; 

b) isi surat undangan intern, yang meliputi hari, 

tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan 

c) Alinea penutup. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat undangan intern terdiri atas nama 

jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda 

tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf 

awal kapital. Apabila menggunakan Tanda Tangan 

Elektronik, penempatan Tanda Tangan Elektronik 

sekretariat baik pusat maupun daerah dan 

c. Surat Undangan Internal 

Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal 

1) Kepala 

Bagian kepala surat undangan intern terdiri atas: 

a) kop surat undangan intern yang ditandatangani 

sendiri atau atas nama pimpman tertinggi 

Lembaga menggunakan Lambang Negara, yang 

disertai nama Lembaga dengan huruf kapital 

secara simetris; 

b) kop surat undangan intern yang ditandatangani 

oleh pejabat selain pimpinan tertinggi Lembaga 
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Nama jabatan 
dan nama 
lengkap yang 
ditulis dengan 
huruf awal 
kapital 

Alamat tujuan 
yang ditulis di 
bagian kiri dan 
jumlahnya 
cukup banyak 
dapat dibuat 
pada 
daftarlampiran. 

Tempat dan 
tanggal 
pernbuatan 
surat. 

Kop Surat 
(nama unit 
organisasi/ 
unit kerja clan 
alamat lengkap 
yang telah 
dicetak. 

Tembusan: 
I. 
2. 
3. 

Nama Jabatan, 
(tanda tangan) 
Nama Lengkap 

............................ (alinea Penutup) . 

pukul . 
pada hari/tanggal 
waktu 
tern pat 
acara 

............... (alinea pembuka dan alinea isi) . 

Yth. 

: Undangan 

: ... / .... /UNO/. .. / .... (tempat), ... (tgl., bln., thn) Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KEMENTERIAN 
PEROAGANG~N 

( 0 ,>f ,,.,. 

"L \IL\ I LIU.\\ l'EIW.\C;.\ \(; \ \ 
~Lh'.IH.I.\HIAJ Jt\l>Ul\L 

Contoh Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk surat undangan internal. 
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Nama Lengkap 

(Tanda tangan) 

Nama Jabatan, 

10. ·············································································································································· 

9. ·············································································································································· 

8. ·············································································································································· 

7. . . 

6. ·············································································································································· 

5. ·············································································································································· 

4. ·············································································································································· 

3. . . 

2. ·············································································································································· 

1. ·············································································································································· 

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 

Lampiran surat .. 
Nomor : / / / . 
Tanggal : . 

Contoh Susunan dan bentuk Lampiran Surat Undangan Internal 
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nomor; 

e) kata Yth., yang ditulis dibawah Hal, diikuti dengan 

nama jabatan yang dikirimi surat; dan 

f) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atas Alinea 

pembuka, isi, dan penutup. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri atas: 
a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital, diakhiri tanda baca koma; 

b) tanda tangan pejabat, apabila menggunakan 

Tanda Tangan Elektronik, penempatan Tanda 

Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada con toh susunan dan ben tuk 

surat dinas; 

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern 

a. Surat Dinas 

Susunan dan bentuk surat dinas 

1) Kepala 

Bagian kepala surat dinas terdiri atas: 

a) kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau 

atas nama pimpinan tertinggi Lembaga 

menggunakan Lambang Negara, yang disertai 

nama Lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris; 

b) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat 

selain pimpinan tertinggi Lembaga baik pusat 

maupun daerah dan sekretariat lembaga negara 

menggunakan Logo, yang disertai nama Lembaga 

dengan huruf kapital secara simetris; 

c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik 

dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah 

kop surat dinas; 

d) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik 

di sebelah kanan atas sejajar / sebaris dengan 
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Nama jabatan 
dan narna 
lengkap yang 
ditulis 
dengan huruf 
kapital. 

Alamat tujuan 
yang ditulis di 
bagian kiri 

Tempatdan 
tanggal 
pembuatan 
surat 

Kop surat yang 
berupa 
lambang 
negara dan 
nama jabatan 
yang telah 
dicetak 

NAMA JABATAN, 

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan) 

NAMA LENGKAP 

............................ (alinea penutup) . 

............................ (alinea isi) . 

.......................... (alinea pembuka) . 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tembusan: 

Yth . 

(tempat) .. , ... (tgl.,bln.,thn) : ... / .... /SD/ ... / .... 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Contoh Format Surat Dinas Untuk Pejabat Negara 

c) nama lengkap pejabat/penandatangan, yang 

ditulis dengan huruf aw apitaltal; 

d) stempel/ Cap Dinas, yang digunakan sesuai 

dengan ketentuan; dan 

e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat 

penerima (jika ada). 
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Nama jabatan 
dan nama 
lengka p yang 
ditulis dengan 
huruf awal 
kapital 

~ Isi surat 

: I.____ 

Ternpat dan 
tanggal 
pembuatan 
surat. 

Kop Surat 
(nama unit 
organisasi/ 
unit kerja dan 
alamat lengkap 
yang telah 
dicetak. 

1 . 
2. 
3. 

Tembusan: 

Nama Jabatan, 

(tanda tangan dan cap dinas) 

Nama Lengkap 

............................ (alinea Penutup) . 

............... (alinea isi) . 

............... (alinea pembuka) . 

Yth . 

(tempat), ... (tgl., bln.,thn) : ... / ... /SD/ ... / .... Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

.. 

1,.1 \It., lt.ltl" l'l.l{I) \C, v«, \, 
~I l,.IH.I \ltl \I Jt \IHR \I 

Contoh Susunan dan bentuk Surat Dinas Untuk Non pejabat Negara 

- 81 - 



b. Surat Undangan Ekstern 

Susunan dan bentuk Surat Undangan Ekstern 
1) Kepala 

Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri atas: 
a) Kop surat undangan ekstern yang ditandatangani 

oleh Menteri Perdagangan atau atas nama Menteri 
Perdagangan menggunakan Lambang Negara, 
yang disertai nama jabatan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia dengan huruf kapital secara 
simetris; 

b) Kop surat undangan ekstern yang ditandatangani 
oleh pejabat selain Menteri Perdagangan 
menggunakan kop surat sesuai unit masing­ 
masing yang diletakkan disudut kiri atas; 

c) Nomor, sifat, lampiran dan hal, yang diketik di 
sebelah kiri di bawah kop surat undangan 
ekstern; 

d) Tempat dan tanggal pembuatan surat, yang 
diketik di sebelah kanan atas sejajar / sebaris 
dengan nomor; dan 

e) Kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti 
dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi 
surat undangan ekstern (jika diperlukan). 

2) Batang Tubuh 
Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri 
atas: 
a) Alinea pembuka; 
b) Isi surat undangan ekstern, yang meliputi hari, 

tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan 
c) Alinea penutup. 

3) Kaki 
Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri atas nama 
jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda 
tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf 
awal kapital. 
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Nama jabatan 
dan nama 
lengkap yang 
ditulis dengan 
huruf awal 
kapital 

Alamat tujuan 
yang ditulis di 
bagian kiri dan 
jumlahnya 
cul-up banyak 
dapat dibuat 
pada 
daftarlampiran. 

Tempal dan 
tanggal 
pembuatan 
surat. 

Kop Surat 
(nama unit 
organisasi/ 
unit kerja dan 
alamat lengkap 
yang telah 
dicetak, 

1. . . 
2. 
3. 

Tembusan: 

Nama Jabatan, 

(tanda tangan dan cap Jabatan) 

Nama Lengkap 

............................ (alinea Penutup) . 

pukul . 
pada hari/tanggal 
waktu 
tern pat 
acara 

............... (alinea pembuka dan alinea isi) . 

Yth . 

: Undangan 

(tempat), ... (tgl., bin., thn) : ... / .... /UNO/ ... / .... Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Hal 

Kl MfNTfRJAt,, 
PE~DAGA"lGAN .. 

"' \lt.,t.RI \' P•IW\C,\,C,\, 
..,. "IU I \HI \I .II \UU< \I. 

Contoh Format Surat Undangan Ekstern 

4) Hal yang perlu diperhatikan 

a) Format surat undangan ekstern sama dengan 

Format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak 

yang dikirimi surat pada surat undangan ekstern 

dapat ditulis pada lampiran; 

b) Surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu 

dapat berbentuk kartu 

- 83 - 



Nama Lengkap 

(Tanda tangan dan Cap dinas) 

Nama Jabatan, 

10 . 

9. . . 

8. . . 

7. . . 

5. . . 

6. . . 

4. ·············································································································································· 

3. . . 

2. . . 

l. .. . 

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 

Lampiran surat . 
Nomor : / / / . 
Tanggal : . 

Contoh Format Lampiran Surat Undangan Ekstern 
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• 
Laki-laki 

Pakaian 

Perempuan 

TNI/Polri 

Harap hadir 30 menit sebelum 
acara dirnulai dan undangan 
dibawa 
Konfirmasi: 

• 

hari / (tanggal) pukul WIB 
bertempat di . 

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara 
pada acara 

MENTER! PERDAGANGAN 

Contoh Format Kartu Undangan 
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disesuaikan dengan peletakan tanda tangan 

sesuai dengan contoh susunan dan bentuk 

perjanjian kerja sama dalam negeri. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama 

memuat materi perjanjian, antara lain tujuan 

kerja sama, ruang lingkup kerjasama, 

pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian 

perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang 

menjadi kesepakatan para pihak. 

c) Kaki 

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri atas 

nama penanda tangan para pihak yang 

mengadakan perjanjian dan para saksi (jika 

dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, 

3. Naskah Dinas khusus 

a. Surat Perjanjian 

1) Perjanjian Dalam Negeri 

Susunan dan bentuk Perjanjian Dalam Negeri 

a) Kepala 

Bagian kepala terdiri atas: 

1. Lambang Negara (untuk pejabat negara) 

diletakkan secara simetris, atau Logo (untuk 

non pejabat negara) yang diletakkan 

disebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan 

dengan penyebutan nama lembaga; 

2. Judul perjanjian; dan 

3. nomor. 
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Memual materi 
perjanjian yang 
ditulis dalam 
bentuk pasal­ 
pasal. 

Memuat 
identiras pihak 
yang 
mengadakan 
dan 
!'1en~nd_~langan 
1 perJanJ1an. 

Penomoran 
yang berurutan 
dalam satu 
lahun takwin 

Judul perjanjian 
(nama naskah 
dinas, para 
pihak, objek 
perjanjian. 

Pasal 4 
PEMBIAYAAN 

Pasal 3 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP KERJA SAMA 

Pasal 1 
TUJUAN KERJA SAMA 

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang , 
yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: 

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, . 
bertempat di, , yang bertanda tangan dibawah ini 

1. : , selanjutnya disebut pihak I 
2. : , selanjutnya disebut pihak II 

NOMOR / /MoU/ / . 
NOMOR . 

TENT ANG 

PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANT ARA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga 

Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara 
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Nama Institusi 

Nama Jabatan 

Tanda Tangan 

Nama 

Nama Institusi 

Nama Jabatan, 

Tanda Tangan 

Nama 

PENUTUP 

Pasal 7 

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagarn kerja sama iru akan diatur bersama 
kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

(2) Yang termasuk force msjeure adalah 
a.Bencana alam; 
b.Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 
c.Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

(1) Apabila tejadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force msfeure, dapat 
dipertimbangkan kernungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan 
persetujuan kedua belah pihak. 

LAIN-LAIN 

Pasal 6 

················································································ 
··········································································································· 

Pasal 5 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
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Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri 

Untuk Non pejabat Negara 

- 89 - 



. "a.-na J sb atan, 

f31 Se gs.la po:'!"Uba..1.!!.!1 cia.."l/ acau p<::nba:!.la.."!. :'I::-haC:ap pis.g!!..-n b.:-:a s ama 
bu akan ~ts::u:-- b!:!"S~-C~ ~:e:nu:E~~ ol.;:l ?::':tl:. ?i:r:!!.:'D.s. c~""l ?:..19.k 
?C1:6ua. 

121 Ya..'1g tsr:nasuk Jo,-ce majeu ·e aci!!la.."1 
a, b":nc2..¥\~ alarn: 
b. ci::C:tl:a.."l ps:nenn;;!.."1 c: b:C:!..'1!: ::ska! ca..'1 :nc:1,.:,.:-: 
c. k~~~g,2,..~ k~~~::_vi~ri yg_""tg icis.k :n~n~L..'"'lk~~- 

r11 . .\ps.bila :..rJa2i :i!.l-h!.l :"!-"lg c: lu ar ksku~!!.!!..'1 k,;ciua b e lah p:hl!..l:: a:au 
fo¥ce metje~m~. C:apa: ~:p•,m::.-nba.."l.gk!..'1 k .. :nu'!'l~b-"l!.."l p'I:'!"Uba.."1.!.."'I 
c,;mpac ca.."l. wakru p'I:l:?.ks!.."!.a!.."l :ugas pek'I::-Ja!.."l ci1:'!'lga..-i pe:-s-::u.JU!!..."l 
ke dua b1:l~'l pihak. 

................................................................................................................ 

.......................................................................................... ..... .. ··········· 
.. ., . 
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perjanjian internasional; 

(3) penjelasan teks bahasa yang digunakan 

dalarn perjanjian internasional; dan 

(4) segel asli. 

penandatangan tanggal dan (2) tempat 

perjanjian judul dalam penyebutan 

internasional; 

2) Perjanjian Internasional 

Susunan dan bentuk Perjanjian Internasional 
a) Kepala 

Bagian Kepala terdiri atas: 

(1) Lambang Negara masing-masing pihak yang 

yang diletakkan di tengah atas; 

(2) Nama pihak yang mengadakan perjanjian 

internasional a tau Memorandum of 
Understanding (Mo U); dan 

(3) Judul Perjanjian Internasional. 

b) Batang Tubuh 

Bagian Batang Tubuh terdiri atas: 

(1) Penjelasan para pihak sebagai pihak yang 

terikat oleh perjanjian internasional atau 

Memorandum of Understanding (MoU); 

(2) Keinginan para pihak; 

(3) Pengakuan para pihak terhadap perjanjian 

internasional tersebut; 

(4) Rujukan terhadap surat minat atau surat 

kehendak; 

(5) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan 

(6) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap 

ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal. 

c) Kaki 

Bagian kaki terdiri atas: 

(1) Nama jabatan pejabat penandatangan selaku 

wakil pemerintah masing-masing, tanda 

tangan dan nama pejabat penandatangan, 

yang letaknya disesuaikan Degnan 
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:.: 

L:. •. .:.?. 0: D. . .:. ... 

Contoh Format Kesepakatan Awal (Letter Of Intent) 

- 92 - 



.~ .. !":; :1: ~ 
o·:j~:~i~·:: ~j ~:,;: ):( l)?:!~:1)': 

-..i,··1·""'· .. , ·'ii-: \l\4"!'"'·•'i-r:-J;···: :..- i '.!':"'J~:•,f"\'I"! ;'t" ·l":.,:.:-.,,:• .. 1t.::. .... J..,., ;:.: .- .:w:..... ·"' ·-- . .,.··-· ,:. : - I. -- ··.: ._ 4•• ••••• - • ..i . 

E~:.·~ ~~::-i ~: :~1::i-,·; 

:r: .. 

~,~i~i::~: ,: :!~::. :~:JrJ°=1~: o~ l~!,~::;it .:..::.! . 
~:..,:? ..... :.!.:,,:::,,,,-:'\ "J :: ~\.:. :i:.,.i;;, 

/ »: ----------- .. ~ -, \ 
( 3,.,..,.=,.~ !:~3~3 

rr:i:·r,·'""3:·,:- =,·"3·~ J \ .. : . ;: ,,./ 
-1-,...... -» ··---. _,..,.· --~--- 

Contoh Format Memorandum Of Understanding 
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....................................................................................................... 

..................................................................................... 

.......................................................................................... 
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LAMBANG 
NEGARA/LOGO 

Contoh Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian 
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b. Surat Kuasa 

Susunan dan bentuk Surat Kuasa 

1) Kepala 

Bagian kepala surat kuasa terdiri atas: 

a) kop surat kuasa terdiri atas Logo dan nama 

lembaga, yang diletakkan secara simetris dan 

ditulis dengan huruf kapital; 

b) judul surat kuasa; dan 

c) nomor surat kuasa. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang 

dikuasaka 

3) Kaki 

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, 

tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan 

tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan 

dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan. Apabila menggunakan Tanda Tangan 

Elektronik, maka penempatan Tanda Tangan 

Elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan 

pada contoh susunan dan bentuk surat kuasa. 
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Kota sesuai 
dengan 
alamat 
lembaga dan 
tanggal 
penanda 
tanganan. 

memuat 
pemyataan 
ten tang 
pemberian 
wewenang 
kepada pihak 
lain untuk 
melakukan 
suatu 
tindakan 
tertentu. 

Memuat identitas 
yang memberi 
kuasa. 

Penomoran 
terdiri dari 
Nomor naskah, 
kode unit kerja, 
inisial jenis 
naskah, bulan 
dan tahun 
terbit. 

Logo dan 
nama 
halaman yang 
telah dicetak 

Nama Lengkap 
NIP 

Jakarta, . 
Pemberi Kuasa 
Materai dan Tanda 

Penerima Kuasa, 
Tanda Tangan 
Tangan 
Nama Lengkap 
NIP 

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

nama 
jabatan 
alamat 

untuk 

memberi kuasa kepada 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 
nama . 
jabatan: . 
alamat : . 

SURATKUASA 
NOMOR . 

Contoh Susunan dan bentuk Surat Kuasa 
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Republik Indonesia 

Nama l\ .. Ienteri Perdagangan 

Iaterai 

T anda T angan 

Sebagai bukti, surat kuasaini saya tandatangara dan saya bubuhimaterai di 
Jakarta pada tanggal. bulan, tahun. . 

Untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia, terkait 

dengan 

Jab a tan 

Nama Pejabat 

Yang bertanda tangan di bawah ini , (nama pejabat) , Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia, member kuasa penuh kepada 

)lO~IOR 21 ~I-DAG. SK o __ 01- 

SURAT KU:\S:\ 

REPlJBLIK DIDO~SIA 

Contoh Susunan dan bentuk Surat Kuasa 
untuk Penandatanganan MoU 
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c. Berita Acara 

Susunan dan bentuk Berita Acara 

1) Kepala 

Bagian kepala berita acara terdiri atas: 

a) kop berita acara, terdiri atas Lambang 

Negara/Logo dan nama Lembaga diletakkan 

secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

b) judul berita acara; dan 

c) nomor berita acara. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas: 

a) tulisan hari, tanggal, tahun, serta nama dan 

jabatan para pihak yang membuat berita acara; 

b) substansi berita acara; 

c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; 

dan 
d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara 

ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

3) Kaki 
Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan 

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan 

tandatangan para pihak dan para saksi. 
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Susunan dan bentuk Surat Keterangan 
1) Kepala 

Bagian kepala surat keterangan terdiri atas: 
a. kop surat keterangan, terdiri atas Logo dan nama 

Lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis 
dengan huruf kapital; 

Tanda tangan 
para pihak dan 
para saksi. 

kota sesuai 
~ dengan alarnat ~ "i lembaga. 

rnemuat kegiatan 
yang 
dilaksanakan. 

-~..___. 

memuat 
identitas yang 
melaksanakan 

~ kegiatan. 

Penomoran terdiri 
dari Nomor 
naskah, kode unit 
kerja, inisial jenis r( naskah, bulan dan 

I I tahun terbit. 

Logo dan nama 
lembaga yang 

I / telah dicetak. 
r'-1._______. 

Nama Lengkap 

Tandatangan 

Mengetahui/Mengesahkan 
Nama Jabatan, 

Nama Lengkap N ama Lengkap 

Tanda Tangan Tanda Tangan 

Pihak Pertama, Pihak Kedua, 

Dibuat di . 

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan . 

2. dan seterusnya. 

1 .. 

dan 
2. . (pihak lain) , selanjutnya disebut pihak 

kedua, telah melaksanakan 

Pada hari ini, , tanggal , bulan , tahun , kami 
masing-rnasing: 

1. ....... (nama pejabat), ..... (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut pihak 
pertama, 

BERITA ACARA 
NOMOR ... / .... /BA/ ... / .... 

KEMFNTf RIAN 
PER DAGANGAN .... ,. 

- 
• I 

"t.\H '\ 11· IU.\ '\ l'LIW.\(;.\ '\(; \ '\ 
',t."lll I \RI\ I .fl vi» ll \I 

Contoh Susunan dan Bentuk Berita Acara 
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b. judul surat keterangan; dan 

c. nomor surat keterangan. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat 

pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal, 

peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan, 

maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan. 

3) Kaki 
Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan 

tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, 

tandatangan, dan nama pejabat yang membuat surat 

keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada 

bagian kanan bawah. Apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tandatangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan 

sesuai dengan contoh susunan dan bentuk surat 

keterangan. 
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kota sesuai 
dengan alamat 
lembaga dan 
tanggal 
penandatangana 
n. 

mernuat 
informasi 
mengcnai suatu 
hat atau 
seseorang untuk 
kepentingan 
kedinasan. 

memuat 
identitas yang 
diberi 
keterangan. 

memuat identitas 
yang 
memberikan 
keterangan. 

Narna Lengkap 

Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

Pejabat Pembuat Keterangan 

Nama tempat, tanggal 

Penomoran 
terdiri dari 
Nomor naskah, 
kode unit kerja, 
inisial jenis 
naskah, bulan 
dan tahun terbit. 
inisial jenis 

Logo dan nama 
lembaga yang 
telah dicetak. 

dengan ini menerangkan bahwa 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

SURAT KETERANGAN 
NOMOR ... / .... /KET/ ... / .... 

narna 
NIP 
pangkat/ golongan 
jabatan 
dan seterusnya 

narna 
NIP 
jabatan 

.. 
h.l \It\ r •.1u \ \ l'hlW \G.\ \(, \ \ 

',rhHU \IU \I .II \UI R \I. 

KEM~N IE RIAN 
PEROAGANGAII. 

,- l•1•, .... 1, 

Contoh Susunan dan bentuk Surat Keterangan Tentang Seseorang 
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kota sesuai 
dengan alamat 
lembaga dan 
tanggal 
penandatangana 
n. 

e. Surat Pengantar 
Susunan dan bentuk Surat Pengantar 
1) Kepala 

Bagian kepala surat pengantar terdiri atas: 
a) kop surat pengantar; 
b) nomor; 
c) tanggal; 

memuat 
informasi 
mengenai suatu 
ha! atau 
seseorang untuk 
kepentingan 
kedinasan. 

memuat 
identitas yang 
diberi 
keterangan. 

memuat 
identitas yang 
memberikan 
keterangan. 

Penomoran 
terdiri dari 
Nomor naskah, 
kode unit kerja, 
inisial jenis 
naskah, bulan 
dan tahun 
terbit 

Logo dan nama 
lembaga yang 
telah dicetak. 

Nama Lengkap 

Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

Pejabat Pembuat Keterangan 

Nama tempat, tanggal 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan 
sebagaimana mestinya 

dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini tanggal tahun 
..... jam .... telah terjadi hal /peristiwa: 

nama 
NIP 
jabatan 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

SURAT KETERANGAN 
NOMOR ... / .... /KET/ ... / .... 

K[MlNTlRIAN 
PEROAGANGAN ,., ... 

h.L ,u., 11 l{I \' n,rn \(; \ ,(;_\' 
.,~ I\.IU I \IU \I .11.,ou{.\I. 

Contoh Format Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa 

Contoh Susunan dan bentuk Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa 
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2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk 
kolom terdiri atas: 

a) Nomor urut; 

b) jenis yang dikirim; 

c) banyaknya naskah/barang; dan 

d) keterangan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat pengantar terdiri atas: 

a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang 

meliputi: 

1. nama jabatan pembuat pengantar; 

2. tanda tangan; 

3. nama dan NIP; dan 

4. stempel jabatan/lembaga. 

b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang 

meliputi: 

1. nama jabatan penerima; 

2. tanda tangan; 

3. nama dan NIP; 

4. cap lembaga; 

5. nomor telep apital eile; dan 

6. tanggal penerimaan. 

Apabila menggunakan tanda tangan elektronik, 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan 

dengan peletakan tanda tangan sebagaimana contoh 

susunan dan bentuk surat pengantar. 

d) nama jabatan/ alamat yang dituju; dan 

e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara 
simetris. 
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simetris; 

b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah Logo 

lembaga, yang ditulis dengan huruf secara 

f. Pengumuman 

Susunan dan bentuk Pengumuman 

1) Kepala 

Bagian kepala pengumuman terdiri atas: 

a) kop pengumuman terdiri atas Logo dan nama 

lembaga, yang ditulis dengan huruf secara 

Xo. T e lepon . 

Narna Le ngkap 
!\IP . 

Nama Lerigkap 
KIP .. 

. . -~=-~~:-:s.p :··a::g 
c: :u !!::. i 2.11. rr, 
hu ru :· awal 
k:ap::...~ 

Pe:1g:ri:-:1 
: · ama jacatan. 

Pe n er sma 
. ; arna j abara.n. 

Duerrma ta:1gga: . 

. · as ke h Dm as :;o.:1g 
D:k::-1:n,-a:, 

xe. 

·-----·- 
. . . ~:ru..:.r. c: 

, . 
• -.. ;.3.. "!:S.: :u:u 9.!'": 
y.s:.5 is.;; s: 

Y 11: . 

. • .. 1 :'g: .. B:n .. -:--111~.1 

XA;..,J..l,. LEi\18 . .l..GA 
J . ..\L.A. TELEPOJ\' . 

FAKSI:\llLE . 

SUR.-\ T PE>GA>TAR 
I\O~OR ... , .. ~.GK!],,.... ....• 

Contoh Susunan dan bentuk Surat Pengantar 
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penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan 
dengan peletakan tanda tangan se bagaimana 
contoh susunan dan bentuk pengumuman; 

d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis 
dengan huruf awal kapital; dan 

e) Cap Dinas 

elektronik, tangan tanda menggunakan 

simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di 
bawahnya; 

c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah 

pengumuman ditulis dengan huruf secara 

simetris; dan 

d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan 

huruf secara simetris di bawah tentang. 

2. Batang Tubuh 

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri atas: 

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; 

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan 

pengumuman; dan 

c) pemberitahuan tentang hal tertentu. 

3. Kaki 

Bagian kaki pengumuman ditempatkan disebelah 

kanan, yang terdiri atas: 

a) tempat dan tanggal penetapan; 

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan 

tanda baca koma; 

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan, apabila 
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kota sesuai 
dengan aJamat 
lembaga dan 
tanggaJ 
penandatanganan 

memuat alasan, 
peraturan yang 
menjadi dasar, 
dan 
pemberitahuan 
tcntang ha! 
tertentu yang 
dianggap 
mendesak. 

hJ judul 
I \' pengumuman 

yang ditulis 
dengan huruf 
kapital, 

Penomoran 
terdiri dari Nomor 
naskah, kode unit 
kerja, inisial jenis 

~ 

naskah, bulan dan 
tahun 

......______. 

Logo dan nama 
lembaga yang 

I/ tel ah dicetak. 

H~- 

Nama Lengkap 

Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

Nama Jabatan, 

Dikeluarkan di . 
pada tanggal . 

......................................................................................... - 

TENT ANG 

PENGUMUMAN 
NOMOR ... / .... /PENG/ ... / .... 

., KFMENTCRIAN 
PEROJ:G~'IGAA 

h.~ \H.'\ I UU \ '\ l'I.KO \(, \ '\(; \ '\ 
",th.Kl I \IU \I .IL'\IH R \I. 

Contoh Format Pengumuman 

Contoh Susunan dan bentuk Pengumuman 
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3) Kaki 

Bagian kaki laporan ditempatkan disebelah kanan 

bawah dan terdiri atas: 

a) tempat dan tanggal pembuatan laporan; 

b) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital; 

c) tanda tangan, apabila menggunakan Tanda 

Tangan Elektronik, maka penempatan Tanda 

Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tandatangan pada contoh susunan dan bentuk 

laporan; dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital. 

terima arahan/ucapan hara pan/ permintaan 

kasih. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh laporan terdiri atas: 

a) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, 

maksud dan tujuan, serta ruang lingkup, dan 

sistematika laporan; 

b) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang 

dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil 

pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, 

dan hal lain yang perlu dilaporkan; 

c) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan; dan 

d) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat 

g. Laporan 

Susunan dan bentuk Laporan 

1) Kepala 

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang 

ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara 

simetris. 
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kota sesuai 
dengan alamat 
lembaga dan 
tanggal 
penandatanga 
nan, nama 
jabatan, tanda 
tangan, dan 
nama lengkap. 

memual 
la po ran 
ten tang 
pclaksanaan 
tu gas 
kedinasan. 

Judul laporan 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital. 

Logo dan 
nama lembaga 
yang telah 
dicetak. 

Nama Lengkap 

Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

Nama Jabatan Pembuat Laporan, 

Dibuat di . 
pad a tanggal .. 

LAPORAN 
TENT ANG 

E. Penutup 

D. Simpulan dan Saran 

C. Hasil Yang Dicapai 

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan 

A. Pendahuluan 
1. Umum 
2. Maksud dan Tujuan 
3. Ruang Lingkup 
4. Dasar 

"' \H \ 11 l{I \ \ l'I IU> \(, \\(, \\ 
',I "IU I \IU \I .I~ vm R \l 

,~MfNH ~IA"­ 
PEROAGA'IGAI, .. .. .. 

Contoh Format laporan 

Contoh Susunan dan bentuk Laporan 
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h. Telaah Staf 

Susunan dan bentuk Telaah Staf 
1) Kepala 

Bagian kepala telaahan staf terdiri atas: 

a) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris 
di tengah atas; 

b) Uraian singkat tentang permasalahan. 
2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri atas: 

a) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan 

jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan; 

b) Praanggapan, yang memuat dugaan yang 

beralasan, berdasarkan data yang ada, saling 

berhubungan sesuai dengan situasi yang 

dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian 

di masa yang akan datang; 

c) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta 

yang merupakan landasan analisis dan 

pemecahan persoalan; 

d) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta 

terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan 

serta keun tungan dan kerugiannya, pemecahan 

atau cara bertindak yang mungkin atau dapat 

dilakukan; 

e) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, 

yang merupakan pilihan cara bertindak atau 

jalan keluar; dan 

f) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara 
ringkas dan jelas saran atau usul Tindakan 
untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. 

3) Kaki 
Bagian kaki telaahan staf ditempatkan disebelah 
kanan bawah, yang terdiri atas: 
a) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital; 
b) tanda tangan, apabila menggunakan Tanda 

Tangan Elektronik, penempatan Tanda Tangan 
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Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda 

tangan pada contoh susunan dan bentuk 
telaahan staf; 

c) nama lengkap; dan 

d) daftar lampiran (jika diperlukan). 
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Nama jabatan Pembuat Telaahan 
Tanda Tangan 
Nama Lengkap 

I. Persoalan 
Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan 
di percahkan. 

II. Praangga pan 
Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling 
berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan 
kejadian dimasa mendatang. 

III. Fakta yang Mempengaruhi 
Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis 
dan pemecahan persoalan. 

IV. Analisis 
Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta 
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara 
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. 

V. Simpulan 
Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak 
atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi 

VI. Saran 
Bagian saran memuat secara ringkasa dan jelas tentang saran tindakan untuk 
mengatasi persoalan yang dihadapi. 

TELAAHAN 
TENT ANG 

Conteh Format Telaahan 
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B. Peno mo ran N askah Dinas 
1. Peno mo ran N askah Dinas Arahan 

a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk 
Teknis, Instruksi, Standard Operasional Procedurs dan 
Surat Edaran. 
Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan 
pentapan terdiri atas tulisan Nomor, nomor naskah (nomor 
urut dalam satu tahun takwim), tulisan tahun dengan 
huruf kapital dan tahun terbit. 

A. Persyaratan Pembuatan 
Setiap Naskah Dinas harus merupakan inti sari dari pemikiran yang 
ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya 
Naskah Dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya 
perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Ketelitian 

Dalam membuat Naskah Dinas harus mencerminkan ketelitian 
dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, 
struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam 
pengetikan. 

2. Kej elasan 

Naskah Dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari 
materi yang dimuat dalam naskah dinas. 

3. Logis dan Singkat 
Naskah Dinas harus menggunakan Bahasa Indonesia yang 
formal, logis secara efektif, singkat, padat dan lengkap sehingga 
mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas. 

4. Pembakuan 
Naskah Dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku, 
sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan 
reliable. 

II. PEMBUATAN NASKAH DINAS 
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KEPUTUSAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR TAHUN . 

TENT ANG 

Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan 

(Keputusan): 

b. Keputusan 

Susunan penomoran Keputusan (Naskah Dinas Penetapan) 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

PEDOMAN . 

Contoh format penomoran pedoman 

SURAT EDARAN 

NOMOR. TAHUN . 

TENT ANG 

Contoh Format penomoran Surat Edaran 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN .... 

TENT AG 

Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan 

(peraturan perundang-undangan): 
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2. Naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus 

Naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus dalam 

penomorannya menggunakan kode klasifikasi, nomor naskah dinas, 

kode Unit Kerja, inisial jenis naskah dinas, bulan dan tahun, yang 

bertujuan untuk: 

a. agar mudah diingat baik oleh para pegawai/pejabat, maupun 

pihak luar dan dapat diketahui secara visual; 

b. Untuk mengetahui jumlah surat yang keluar dari unit 

pengirim/ pencipta naskah dinas; 

c. Untuk mengetahui unit asal naskah dinas; 

d. Untuk digunakan sebagai referensi; dan 

e. Untuk memudahkan penataan dan penemuan Kembali surat 

Pemberian kode Unit Kerja dalam penomoran naskah dinas di 

: Kode inisial Unit 

: inisial jenis naskah dinas 

: bulan Maret 

: Tahun terbit 

SJ-DAG 

ST 

03 

2020 

Keterangan: 

KP.00.00 : Kode Klasifikasi; 

2350 : Nomor Urut Surat; 

SURATTUGAS 

NOMOR KP.00.00 /2350 /SJ-DAG /ST /03 /2020 

Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas 
penugasan yang ditandatangani oleh Eselon I: 

c. Surat Tugas 

Susunan penomoran surat tugas adalah sebagai berikut: 

1) kata "nomor" yang ditulis dengan huruf kapital 

2) Kode klasifikasi 

3) Inisial unit 

4) Inisial jenis naskah dinas 

5) Nomor urut surat 

6) Tahun 
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Ketentuan penulisan nomor naskah dinas: 

a. Kode Klasifikasi 

Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal 

suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu 

menyusun tata letak identitas arsip. 

b. Nomor Naskah Dinas 

Apabila suatu unit mengeluarkan surat menyangkut 

klasifikasi, hari dan tanggal yang sama, maka surat 

tersebut hanya menggunakan satu nomor kode pengenal 

pengirim surat. 

c. Inisial unit 

Ketentuan pemberian inisial unit pada Naskah Dinas di 

lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan inisial 

unit sebagaimana tercantum dalam table II 

d. Inisial jenis N askah Dinas 

Menjelaskan ten tang inisial jenis Naskah Dinas yang dibuat 

e. Bulan 

Ditulis dengan angka arab, menggunakan dua digit 

f. Tahun 

Tahun ditulis secara lengkap 

lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan sesuai dengan 

urutan Unit Kerja yang tercantum dalam struktur organisasi 

masing-masing Unit Kerja. Penomoran naskah dinas untuk 

naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus terdiri 

atas: 

1) Kode klasifikasi 

2) Nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun 

takwim); 

3) Inisial unit 

4) Inisial jenis naskah dinas 

5) Bulan (ditulis dalam dua digit) 

6) Tahun terbit 
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NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) 

l. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Men teri Perdagangan 

Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Ministry of Trade 

2. Sekretariat Jenderal Sekretais Jenderal 

Secretariate General Secretary General 
l. Biro Perencanaan Kepala Biro Perencanaan 

Planning Bureau Head of Planning Bureau 

2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya 

Personal dart Organization Bureau Manusia 

Head of Personal and Organization Bureau 

3. Biro Keuangan Kepala Biro Keuangan 

Finance Bureau Head of Finance Bureau 
4. Biro Hukum Kepala Biro Hukum 

Legal Affairs Bureau Head of Legal Affairs Beureau 

5. Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan 

General Affairs and Procurement Serevices Bureau Head of General Affairs and Procurement 
services Bureau 

6. Biro Hubungan Masyarakat Kepala Biro Hubungan Masyarakat 

Public Relation Bureau Head of Public Relation Bureau 
7. Biro Advokasi Perdagagan Kepala Biro Advokasi Perdagangan 

Trade Advocacy Bureau Head of Trade Advocacy Bureau 

8. Pu sat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepala Pu sat Pendidikan dan Pelatihan 

Perdagangan Aparatur Perdagangan 

Trade Apparatus Education and Training Center Head of Trade Apparatus Education and 
Training Center 

9. Pusat Penanganan Isu Strategis Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis 

Stategic Issues Center Head of Strategic Issues Center 

10. Pu sat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 

Perdagangan Perdagangan 

Center for Trade functional Position Management Head of Center for Trade Functional Position 
Management 

12. Puat Data dan Sistem Informasi Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi 

Data and Information System Center Head of Data and Information Center 

11 Pu sat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia 

dan Jasa Perdagangan Ekspor dan J asa Perdagangan 

Export and Trade Services Training Center Head of Export and Trade Services Training 
Center 

3. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

Directorate General (DG) of Domestic Trade Director General (DG) of Domestic Trade 

Tabel I 

Nama Unit Kerja (Nomenklatur) dan Nama Jabatan (Titulatur) 

dalam Bahasa Inggris 
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NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri Dalam Negeri 
Secretariat of Directorate General {DG) of Domestic Secretary of Directorate General (DG) of 
Trade Domestic Trade 

2. Direktorat Bina Usaha Perdagangan Direktur Bina Usaha Perdagangan 

Directorate of Business Development Director of Business Development 
3. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik 

Directorate of Distribution Facilities and Logistic Director of Distribution Facilities and Logistic 
4. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan 

Pen ting Barang Pen ting 

Directorate of Staple Foods and Essential Director of Staple Foods and Essential 
Goods Goods 

5. Direktorat Penggunaan dan Perna saran Produk Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk 

Dalam Negeri Dalam Negeri 

Directorate of Domestic Produs Use and Marketing Director of Domestic Produs Use and Marketing 

6 Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Direktur Perdagangan Melalui Sis tern 

dan Perdagangan Jasa Elektronik dan Perdagangan Jasa 

Directorate of Trade Through Electronic Systems Director of Trade Through Electronic Systems 

and Trade in Service and Trade in Service 

4. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Directorate General (DG) of Foreign Trade Directorate General {DG) of Foreign Trade 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan 

Negeri Luar Negeri 

Secretariat of Directorate General (DG) of Foreign Secretary of Directorate General {DG) of Foreign 

Trade Trade 

2. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Direktur Ekspor Produk Pertanian dan 

Kehutanan Kehutanan 

Directorate of Agriculture and Forestry Product Director of Agriculture and Forestry Product 

Export Export 

3. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Direktur Ekspor Produk Industri dan 

Pertambangan Pertambangan 

Directorate of Industrial and Mining Product Export Director of Industrial and Mining Product Export 

4. Direktorat Impor Direktur Impor 

Directorate of Import Director of Import 

5. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor 

Directorate of Export and Import Fasilitation Director of Export and Import Fasilitation 

6. Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktur Pengamanan Perdagangan 

Directorate of Trade Defense Director of Trade Defense 

5. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan 

Intemasional In ternasional 

Directorate General {DG) of International Trade Director General {DG) of International Trade 
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NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) 

Negotiation Negotiation 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan 

Perdagangan International Perdagangan International 

Secretariat of Directorate General {DG) of Secretary of Directorate General {DG) of 
International Trade Negotiation International Trade Negotiation 

2. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan 

Dunia Dunia 

Directorate of World Organitation Negotiations Director of World Organitation Negotiations 

3. Direktorat Perundingan ASEAN Direktur Perundingan ASEAN 

Directorate of ASEAN Negotiation Director of ASEAN Negotiation 

4. Direktorat Perundingan An tar Kawasan dan Direktur Perundingan An tar Kawasan dan 

Organisasi Intemasional Organisasi Intemasional 

Directorate of Interregional Negotiations and Director of Interregional Negotiations and 
International Organizations International Organizations 

5. Direktorat Perundingan Bilateral Direktur Perundingan Bilateral 

Directorate of Bilateral Negotiations Director of Bilateral Negotiations 

6. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Direktur Perundingan Perdagangan J asa 

Directorate of Trade-in Services Director of Trade-in Services 

6. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 

Directorate General {DG) of National Export Development Nasional 

Director General {DG) of National Export 
Development 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional Ekspor Nasional 

Secretariat of Directorate General {DG) of National Secretary of Directorate General {DG) of 

Export Development National Export Development 

2. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi 

Ekspor Ekspor 

Directorate of Market Development and Export Director of Market Development and Export 

Information Information 

3. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Direktur Pengembangan Ekspor Produk 

Manufaktur Manufaktur 

Directorate of manufactured products export Director of manufactured products export 

development development 

4. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktur Pengembangan Produk Primer 

Directorate of primary products export development Director of primary products export 

development 

5. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan 

Kreatif Produk Kreatif 

Directorate of services and creative products export Director of services and creative products export 

development development 
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NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) 
7. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Commodity Futures Tading and Regulatory Agency Berjangka Komoditi 
(CoFTRA) Head of Commodity Futures Tading and 

Regulatory Agency (CoFTRA) 
1. Sekretaris Bad an Pengawas Perdagangan Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi Berjangka Komoditi 

Secretary of Commodity Futures Tading and Secretary of Commodity Futures Tading and 
Regulatory Agency (CoFTRA) Regulatory Agency (CoFTRA) 

2. Biro Peraturan Perundang-undangan dan Kepala Biro Pera tu ran Perundang-undangan 

Penindakan dan Penindakan 

Legistation and Enforcement Bureau Head of Legistation and Enforcement Bureau 
3. Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Kepala Biro Pengawasan Perdagangan 

Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan 

Komoditas Pasar Lelang Komoditas 

Supervision Bureau of Commodity Futures Trading, Head of Supervision Bureau of Commodity 
Warehouse Receipt System, and Commodity Auction Futures Trading, Warehouse Receipt System, 
Market and Commodity Auction Market 

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Kepala Biro Pembinaan dan Pen gem bangan 

Berjangka Komoditi Perdagangan Berjangka Komoditi 

Development Bureau of Commodity Futures Trading Head of Development Bureau of Commodity 
Futures Trading 

5. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan 

Gudang dan Pasar lelang Komoditas Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang 

Komoditas 

Development Bureau of Warehouse Receipt System Head of Development Bureau of Warehouse 

and Commodity Auction Market Receipt System and Commodity Auction Market 

8. Badan Kebijakan Perdagangan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan 

Trade Policy Agency Head of Trade Policy Agency 
1. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan 

Secretariate of Trade Policy Agency Secretary of Trade Policy Agency 
2. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Kepala Pu sat Kebijakan Perdagangan 

Center for Domestic Trade Policy Domestik 

Head of Center for Domestic Trade Policy 
3. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Ke pal a Pu sat Kebijakan Perdagangan 

Center for International Trade Policy Internasional 

Head of Center for International Trade Policy 
4. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Kepala Pu sat Kebijakan Ekspor Impor dan 

Perdagangan Pengamanan Perdagangan 

Center for Export Import Policy and Trade Remedy Head of Center for Export Import Policy and 
Security Trade Remedy Security 
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NO. Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) 

9. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen 

Niaga dan Tertib Niaga 

Directorate General (DG) of Consumer Protection and Director General (DG) of Consumer Protection 
Trade Compliance and Trade Compliance 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga Konsumen dan TertibNiaga 

Secretariate of Directorate General (DG) of Consumer Secretary of Directorate General (DG) of 
Protction and Trade Compliance Consumer Protction and Trade Compliance 

2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktur Pemberdayaan Konsumen 

Directorate of Consumer Empowerment Director of Consumer Empowerment 

3. Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu 

Directorate of Standarizatiori and Quality Control Director of Standarizatiori and Quality Control 

4. Direktorat Metrologi Direktur Metrologi 

Directorate of Metrology Director of Metrology 

5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktur Pengawasan Barang Beredar dan 

Directorate of Circulating Goods and Services Jasa 

Surveyllance Director of Circulating Goods and Services 
Surveyllance 

6. Direktorat Tertib Niaga Direktur Tertib Niaga 

Directore of Trade Compliance Director of Trade Compliance 

10. Inspektorat Jenderal Inspektur Jenderal 

Inspectorate General Inspector General 

1. Sekretariat Inspekorat Jenderal Sekretaris Inspekorat Jenderal 

Secretariate of Inspectorate General Secretary of Inspectorate General 

2. Inspektorat I Inspektur I 

Inspectorate I Inspector I 
- 

3. Inspektorat II Inspektur II 

Inspectorate II Inspector II 

4. Inspektorat III Inspektur III 

Inspectorate III Inspector III 

5. Inspektorat IV Inspektur IV 

Inspectorate W Inspector W 
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Kode Unit Singkatan Singkatan 
No. Nama Unit Kerja 

Kerja unit kerja Jabatan 

I. Menteri Perdagangan M-DAG Kemendag Mendag 

II. Sekretaris Jenderal SJ-DAG Setjen Sekjen 

1. Biro Perencanaan SJ-DAG.l Roren Ka. Roren 

2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia SJ-DAG.2 RoganSDM Ka. Rogan SD M 

3. Biro Keuangan SJ-DAG.3 Rokeu Ka. Rokeu 

4. Biro Hukum SJ-DAG.4 Rokum Ka. Rokum 

5. Biro Umum dan Layanan Pengadaan SJ-DAG.5 Rom um dan Ka. Romum dan 

LP LP 

6. Biro Hubungan Masyarakat SJ-DAG.6 Humas Karo Humas 

7. Biro Advokasi Perdagangan SJ-DAG.7 Rovodag Karo Vodag 

8. Pu sat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur SJ-DAG.8 Pusdiklat Ka. Pusdiklat 

Perdagangan 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu SJ-DAG.8.1 Badiklat PMB Ka.Badiklat 

Barang PMB 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur SJ-DAG.8.2 Badiklat Ka. Badiklat 

Jogjakarta Aparatur Aparatur 

Jogjakarta 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur SJ-DAG.8.3 Badiklat 

Padang Aparatur 

Padang 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur SJ-DAG.8.4 Badiklat 

Makassar Aparatur 

Makassar 

9. Pusat Penanganan lsu Strategis SJ-DAG.9 Puspitra Ka. Puspitra 

10. Pu sat Pembinaan Jabatan Fungsional SJ-DAG.10 Pusbin JFP Ka. Pusbin JFP 

Perdagangan 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi SJ-DAG.10.1 AKMET Dir.Akmet 

11. Pusat Data dan Sistem lnfromasi SJ-DAG.11 PDSI Ka. PDSI 

12 Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor SJ-DAG.12 PPEJP Ka. PPEJP 

dan J asa Perdagangan 

III. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri PON Ditjen PON Dirjen PDN 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan PDN.l Set Ditjen Ses Ditjen PON 

Dalam Negeri PDN 

2. Direktorat Bina Usaha Perdagangan PDN.2 Dit Binusdag Dir Binusdag 

3. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik PDN.3 Dit Sarlog Dir Sarlog 

4. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan PDN.4 Dit Dir Bapokting 

Tabel II. 

Nomor, kode Unit Kerja, singkatan unit dan singkatan jabatan 
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Kode Unit Singkatan Singkatan 
No. Nama Unit Kerja 

Kerja unit kerja Jabatan 
Barang Penting Bapokting 

5. Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk PDN.5 Dit P3DN Dir P3DN 
Dalam Negeri 

6. Direktorat Perdagangan Melalui Sis tern PDN.6 Dit. SEPJ Dir. SEPJ 
Elektronik dan Perdagangan Jasa 

IV. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri DAG LU Ditjen Dirjen DAGLU 
DAG LU 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan DAGLU.1 Set Ditjen SesDitjen 
Luar Negeri DAG LU DAG LU 

2. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan DAGLU.2 Dit Dir Ekstanhut 
Kehutanan Ekstanhut 

3. Direktorat Ekspor Produk Industri dan DAGLU.3 Dit Dir 
Pertambangan Eksprointam Eksprointam 

4. Direktorat Impor DAGLU.4 Dit Impor Dir Impor 

5. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor DAGLU.5 Dit Faseksim Dir Faseksim 

6. Direkturat Pengamanan Perdagangan DAGLU.6 Dit PP Dir PP 

v. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan PPI Ditjen PPI Dirjen PPI 
Internasional 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan PPI.1 Set Ditjen Ses Ditjen PPI 
Perdagangan International PPI 

2. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan PPI.2 Dit OPD Dir OPD 
Dunia 

3. Direktorat Perundingan ASEAN PPI.3 Dit ASEAN Dir ASEAN 
4. Direktorat Perundingan An tar Kawasan dan PPI.4 Dit AKO! Dir AKOI 

Organisasi Internasional 
5. Direktorat Perundingan Bilateral PPI.5 Dit Bilateral Dir Bilateral 

6. Direktorat Perundingan Perdagangan J asa PPI.6 Dit Jasa Dir Jasa 

VI. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor PEN Ditjen PEN Dirjen PEN 
Nasional 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan PEN.1 Set Ditjen SesDitjen PEN 
Ekspor Nasional PEN 

2. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi PEN.2 Dit PPIE Dir PPIE 
Ekspor 

3. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk PEN.3 Dit PEPP Dir PEPP 
Primer 

4. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk PEN.4 Dit PEPM Dir PEPM 

Manufaktur 

5. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan PEN.5 Dit PEJPK Dir PEJPK 
Prod uk Kreatif 

VII. Bad an Pengawas Perdagangan Berjangka BAPPEBTI BAPPEBTI KA. BAPPEBTI 

Komoditi 
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Kade Unit Singkatan Singkatan No. Nama Unit Kerja 
Kerja unit kerja Jabatan 

1. Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan BAPPEBTl.1 Set Ses. BAPPEBTI 
Berjangka Komoditi BAPPEBTI 

2. Biro Peraturan Perun dang Undangan dan BAPPEBTI.2 Rorundak Ka. Rorundak 
Penindakan 

3. Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka BAPPEBTI.3 Rowas PBK, Ka. Rowas PBK, 
Komoditi, Sis tern Resi Gu dang, dan Pasar SRG dan PLK SRG dan PLK 
Lelang Komoditas 

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan BAPPEBTI.4 Rona bang Ka Rona bang 
Perdagangan Berjangka Komoditi PBK PBK 

5. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi BAPPEBTI.5 Rona bang Ka Rona bang 
Gudang dan Pasar Lelang Komoditas SRG dan PLK SRG dan PLK 

VIII. Badan Kebijakan Perdagangan BKPerdag BKPerdag KA BKPerdag 
1. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan BKP.l Set BKP Ses BKP 
2. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik BKP.2 Puska PD Ka Puska PD 
3. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKP.3 Puska PI Ka Puska PI 
4. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan BKP.4 Puska EIPP KA Puska EIPP 

Perdagangan 
IX. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen PKTN Ditjen PKTN Dirjen PKTN 

dan Tertib Niaga 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan PKTN.1 Set Ditjen SesDitjen PKTN 

Konsumen dan Tertib Niaga PKTN 
2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen PKTN.2 Dit PK Dir PK 
3. Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu PKTN.3 Dit Dir Standalitu 

Standalitu 
Balai Pengujian Mutu Barang PKTN.3.1 Balai PMB Ka. Balai PMB 
Balai Kalibrasi PKTN.3.2 Balai Ka. Balai 

Kalibrasi Kalibrasi 
Balai Sertifikasi PKTN.3.3 Balai Ka. Balai 

Sertifikasi Sertifikasi 
4. Direktorat Metrologi PKTN.4 Ditmet Dir Met 

Balai Standardisasi Metrologi Regional I PKTN.4.1 BSML Reg I Ka Balai BSML 
Reg I 

Balai Standardisasi Metrologi Regional II PKTN.4.2 BSML Reg II Ka Balai BSML 
Reg II 

Balai Standardisasi Metrologi Regional III PKTN.4.3 BSML Reg III Ka Balai BSML 
Reg III 

Balai Standardisasi Metrologi Regional IV PKTN.4.4 BSML Reg IV Ka Balai BSML 
Reg IV 

Balai Pengujian Alat-alat ukur, Takar, Timbang PKTN.4.5 Balai UTTP Ka. Balai UTTP 
dan Perlengkapannya 
Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan PKTN.4.6 Balai SNSU Ka. Balai SNSU 
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: Kode Klasifikasi 

: Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwim/kalender 

: inisial unit 

: inisial jenis surat 

: Bulan Ke-3 (Maret) 

: Tahun 2020 

KN.01 

190 

SJ-DAG 

ND 

03 

2020 

Keterangan: 

Nomor: KN.01/ 190/SJ-DAG/ND/03/2020 

1. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi 

intern (nota dinas): 

Kode Unit Singkatan Singkatan 
No. Nama Unit Kerja 

Kerja unit kerja Jabatan 
Ukuran 

5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan PTN.5 Dit PBBJ Dir PBBJ 
Jasa 

6. Direktorat Tertib Niaga PKTN.6 Dit TN Dir TN 
Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan PKTN.6.1 BPTN Medan Ka Balai BPTN 

Medan 
Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi PKTN.6.2 BPTN Bekasi Ka Balai BPTN 

Bekasi 
Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya PKTN.6.3 BPTN Ka Balai BPTN 

Surabaya Surabaya 
Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar PKTN.6.4 BPTN Ka Balai BPTN 

Makassar Makassar 
x. Inspektorat Jenderal IJ-DAG Itjen Irjen 
1. Sekretariat Inspekorat Jenderal IJ-DAG.1 Set Itjen Ses Itjen 
2. Inspektorat I IJ-DAG.2 It I Ir I 
3. Inspektorat II IJ-DAG.3 ItII Ir II 
4. Inspektorat III IJ-DAG.4 It III Ir III 
5. Inspektorat IV IJ-DAG.5 It IV Ir IV 
XI Staf Ahli Menteri Perdagangan 
1. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar SAM-PP 
2. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola SAM-MT 

3. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional SAM-HI 
4. Staf Ahli Bidang Iklim U saha dan Hu bungan Sam-IUHAL 

Antar Lembaga 
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a) Gramatur minimal 70 gram/m2. 

b) ketahanan sobek minimal 350 mN 

c) ketahanan lipat minimal 3,42 (metode schopper) atau 

2, 1 (metode MIT) 

d) pH pada rentang 7,5 - 10 

e) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam / kg 

f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa 

minimal 5 
Salah satu jenis kertas yang memenuhi standar seperti 

yang disebutkan di atas adalah kertas conqueror, concorde 

I-+ 

C. Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta 

Kertas, amplop dan tinta merupakan media atau sarana surat menyurat 

untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan. 

1. Kertas surat 

a. Penggunaan Kertas 

1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 

minimal 70 gr, antara lain untuk kegiatan surat menyurat, 

penggandaan dan dokumen pelaporan. 

2) Pembuatan Naskah Dinas dari draft hinggsa net yang 

dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas, 

karena Naskah Dinas dari draft sampai dengan 

ditandatangani merupakan satu berkas arsip. 

3) Naskah Dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen, 

harus menggunakan kertas dengan standar Kertas 

Permanen: 

tahun 

.. . bu Ian 

Inisial jenis surat 

'--4-----+---+-.; I Innisial unit 

. Nomor Urut Naskah Dinas 

Kode Klasifikasi 

Kategori Identifikasi keamanan yang 
bersifat Rahasia . 
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2. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi 

ekstern (surat dinas): 

ls/KP.01/ 10/SJ-DAG/SD/Q§/2021 



2. Amplop 
Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama 
untuk surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul 
yang digunakan untuk surat menyurat di lingkungan lembaga, diatur 
sesuai dengan keperluan lembaga masing-masing dengan 
mem pertim bangkan efisiensi. 
a. Ukuran 

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas 
disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas 
yang akan didistribusikan. 

b. Warna 
Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau 
coklat muda. 

c. Penulisan Pengirim dan Tujuan 
Pada amplop harus dicantumkan alamat pengmm dan alamat 
tujuan. Alamat pengirim berupa Lambang Negara atau logo 
lembaga, nama lembaga atau jabatan, serta alamat lembaga, 
sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan 
nama jabatan atau lembaga dan alamat lembaga. 

yang dapat digunakan untuk menyusun naskah dinas yang 

sifatnya mengatur (Peraturan Menteri Perdagangan, 

Keputusan Menteri Perdagangan, MoU, dll) 

4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya 

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri atas: 

a) Naskah Dinas arahan menggunakan kertas F4 

berukuran 210 x 330 mm; 

b) Naskah Dinas korespondensi menggunakan kertas A4 

yang berukuran 297 x 210 mm (bl/2 x 113/4 inchi); 

c) Naskah Dinas khusus menggunakan kertas A4 yang 

berukuran 297 x 210 mm (81/2 x 11 % Inch); 
d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 

x 210 mm (81/2 x 113/4 Inch); dan 
e) Telaahan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 

x 210 mm (81/2 x 11 % Inch). 
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Pada sampul ya:1g 
::ne:1ggu:1aka:1 jendela ker:as 
kaca, ala:na: :t(ua:1 pada 
kepala sura; narus :epa: d: 
oal:k : endel a kertas kaca 

Ke::ga, surat dimasukkan 
ke dalazn sampu, dengan 
bagia:1 ~eprua sura; 
mengnadap ke decan Ke 
aran pernoaca oener.ma 

Kedua, sepert.ga oagian atas 
Ieznbaran kh-:as sura; 
d:Epa: ke be.ar.a:1t 

( ) 

.,_ .... V'. - 

_, .... _ ..... _ ...... -·-·-- 0 ~ 
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Pertama, sepert.ga oagian 
b1:w:a;1 ernbaran kerias 
sura: d:E?a: :.Ce. depan 
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Contoh Format Melipat Kertas Surat 

d. Cara melipat dan memasukkan surat ke dalam sampul 
Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesusai ukuran amplop 
dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya harus 
dan rapi dengan kepala surat menghadap ke depan kearah 
penerima atau pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai 
jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala 
surat harus tepat pada jendela am plop. 
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D. Ketentuan Jarak Spasi dan ukuran huruf, serta kata penyambung 

Khusus untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan 

agar mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia. 

a. Jarak Spasi 

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek 

keserasian, estetika, banyaknya 1s1 naskah dinas dengan 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

1. jarak antar judul dan isi adalah dua spasi; 

2. jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama 

dengan baris kedua adalah satu spasi; dan 

3. jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. 

b. Jenis dan ukuran huruf 

1. Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah PT 

Sans Narrow; 

2. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah 

bookman old style 12; dan 

3. Jenis huruf naskah dinas lainnya menggunakan huruf Arial 12. 

c. Kata Penyambung 

Kata Penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa 

teks masih berlanjut pada halamat berikutnya ijika naskah lebih dari 

satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman 

pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman pada baris 

terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata 

penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis 

sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari 

halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau 

dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata 

penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian. 
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Cata tan: 
Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas 
bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu 

3. Ruang tepi kiri 

kertas; 
sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri 

kertas; dan 
sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan 
kertas. 

4. Ruangtepikanan 

2. Ruang tepi bawah 

E. Penentuan Batas/Ruang Tepi 
Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan Naskah 
Dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara 
penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan 
naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri 
sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi 
dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang 
digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu: 
1. Ruang tepi atas apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 

spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop 
naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari 
tepi atas kertas; 
sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah 

-2 - 
Media elektronik . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dst 

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media 

elektronik. .. dst. 

Media... +- Kata Penyambung 

adalah media ... 

Conteh format Penulisan Kata Penyambung 

Pada halaman 1 baris paling bawah 
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F. Nomor Halaman 

Nomor halaman naskah dinas ditulis ndengan menggunakan nomor urut 

angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan 

membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan sesudah nomor, kecuali 

halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas 

tidak perlu mencantumkan nomor halaman. 

G. Tembusan 

Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukkan 

bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut. 

H. Lampiran 

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi 

nomor urut dengan angka arab. Nomor halaman lampiran merupakan 

nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. 

I. Penggunaan Logo Lembaga dan Lambang Negara 
Lambang Negara, logo, dan Cap Dinas digunakan dalam Tata Naskah 
Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan 
resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan Tata 
Naskah Dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan 
penggunaan Lambang Negara, logo dan Cap Dinas pada kertas surat dan 
am plop. 

1. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang 
Negara. 

Bentuk kop naskah dinas jabatan menggunakan Lambang Negara 
berwama kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm dan lebar 
20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. Lambang Negara terletak simetris ditengah kertas yang 
berjarak 20 mm dari tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan 
nama jabatan. Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf 
kapital yang terletak 5 mm di bawah Lam bang Negara. 

naskah dinas. Penentuan ruang tepi termasuk juga jarak spasi dalam 

paragrap hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 
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3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama 
a. Dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah (G to G) 

menggunakan map naskah dinas dengan lambing Negara 
b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik 

antar kementerian (di dalam negeri), logo yang dimiliki 
lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah 

perjanjian. 

J. Pengaturan Paraf Naskah dinas dan Penggunaan Cap 
1. Pengaturan Paraf Dinas 

a. Pembubuhan Paraf Dinas Secara Hirarkis 
1) naskah dinas sebelum ditanda tangani oleh pejabat yang 

berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu 

2. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Atribut 
Tertentu. 

WAKIL MENTER! PERDAGANGAN 

Contoh 2. W akil Menteri Perdagangan 

MENTERIPEROAGANGAN 

Contoh 1. Menteri Perdagangan 
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PARAF KOORDINASI 

SEKRETARIS JENDERAL 

INSPEKTUR JENDERAL 

DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 

DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

KA. BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN 

KA. BAPPEBTI 

STAF AHLI BIDANG ....... 

Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi 

KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON I 

minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan 

struktural di bawahnya; 

2) naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang 

akan menandatangani naskah dinas terse but tidak 

memerlukan paraf; 

3) naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa 

lembar, harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar 

naskah dinas oleh pejabat pada dua jenjang jabatan 

struktural di bawahnya; dan 

4) letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut: 

a) untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di 

bawah pejabat penanda tangan naskah dinas 

berada di sebelah kanan atau setelah nama jabatan 

penanda tangan; 

b) untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di 

bawah pejabat penanda tangan naskah dinas 

berada di sebelah kiri atau sebelum nama jabatan 

penandatangan; 

c) untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat 

disebelah paraf pejabat yang di atasnya. 

b. Pembubuhan paraf pada lembar kontrol 

Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan 

memerlukan koordinasi antar Unit Kerja maka pejabat yang 

berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf 

pada kolom paraf koordinasi. 
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KEMENTERIAN PEROAGANC,AN . . 

1-\.1:. \It\ n.RI.\ \ l'l:.IU).\G.\ \(.,_\ \ 
DIR th. I OR\ I .n, \LH.R.\L l'tRD.\G.\,G.\ \ O.\L\ \1 \ E<a.RI 

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI 

KF'-IENH PIAN PERDAGANGAN 
R• • .._I- IA 

' . 
h.t \IL\ I f-_Rt.\, PI-.RI>.\(;.\ \G.\ \ 

l\ .... l•t h. lOR \I .II \IH.H \I 

INSPEKTORATJENDERAL 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 
sAr r\Jl'II Ill 11.tOt"'!~~r ,14 

Kt\lEYI tRt.\, PERl).\C.\,G.\ \ 
~Eh.tU;r\RI.\T JE:\Dl-_R.\1. 

SEKRETARIAT JENDERAL 

2. Penggunaan kop naskah dinas/kop surat 
1) Contoh kop naskah dinas unit eselon I Kementerian 

Perdagangan 

PARAF KOORDINASI 

KARO HUKUM 

KARO UMUM DAN LAYANAN 

PENGADAAN 

KARO PERENCANAAN 

KARO KEUANGAN 

KARO HUMAS 

KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON II 
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\I R... ll ' 

h'.E\IE\TERL\'.\ PERD.\G.\ '\G.\'.\ 
DIREh'.TOR.\T .JE'\D[R.\L PERLI'\Dl''.\G.\\ h'.0\Sl'\IE:\ DA:\ TERTIB '.\I.\G.\ 

KEMENTERIAN 
PEROAGANGAN 
~ •11 ", .. c.)h "" 

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 

TERTIB NIAGA 

,.i \I ..... ,.; I' ' I' I 

KE:\1[\TERL\\ PERDAG...\'.\G..\\ 
DIR[h:TOR.\T .IE\DER.\L PE\GE\IB.\ '\C.\\ Eh':~l'OR \ASIO\.\L 

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
QrP1·e.1, l"•OO"ff'!il4 

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 

le o.:I :s;..t::".N l ,~ t •1 In :1 .:-.,:_"i O 
\\ l.. :xn!.,r tJ 

I \11 K..i., f; ' t. 

KE\IE\Tl'..RI.\'.\ PERD.\G.\\G.\, 
OIR[KTOR.-\1 .IE,DER.\L PERl '.\Dl\GA\ PERO..\G.\;\G:\ '\ I\TER'\..\TIO\ \L 

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN "_,,,i( I" 1,ntHH,.14 

DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN 

INTERNASIONAL 

I I • "' •1 t I 

"I. \IL\ I LRI-\ \ P~.RO .\(;\\{;A'\ 
DIRLh.lOR\I .Jl,.\IH.R\I l'U{I>.\(,\\(,.\\ l.l \I{ '\U,UH 

KE MENTE RIAN 
PEROAGANGAN 
;.;1 flJ I I 11 .l ... 

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI 
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Jalal\. Dac:ng Muhammad Anlhi,\ 1111Jta Jon ~ ~ Gb:u11uong. lbn<lung 
Tel 0.21-Mil 1014 t)2!-fi6W86J Fa, 01~-66 llOSl 

\\ \\"' ll•1m:ll\bg.i;o id 

KEMENTERIAN PEllDAGANGAN 
SEKRETARIAT JENDERAL 

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEROAGANGAN 
KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
A£PU&lUC INDONESIA 

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN 

Jalln Abdul W.1h&b t,,;'('1.8 c .. :m.angh. Sa\lonng.an. IA-p,.,t,.. 
1-:1. 011-';'42312(1. o= 1-74:1570. 021-741:6~4 Fax 021-74!2.S';O, O'.::: 1-74l26S.. 

\\ W"-' kffllentlns GO id 

KEMENTERIAi"I PERDAGANGAN 
SEKRETARIJ\T JENDERAL 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN 
KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
REPUOLIIC INDONCS!A 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN 

Bagi Unit Kerja (Unit Eselon II) yang memiliki lokasi 
berbeda dengan Unit Eselon I, dapat menggunakan kop 
surat dan alamat Unit Kerja masing-masing dengan 
terlebih dahulu mencantumkan nomenklatur Unit Eselon I. 

• I l... :.i~.:, l.J I .t, t "'I • ~ 
.... l~t..nJ "~kl 

)... ,t H.a , " .. _ l lit. I.., 

2) 

KE:\JE\ rERI.\'.\ PERD.\CA:\G.\\ 
8.\0.\1' PE\G.\W.\~ PERD.\G.\ \CA'\ BER.I.\ '\GK.\ "0\IODITI 

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
llt:J.11 R loc I., or•l \It. 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

J11la11. "'' '· R,J" .111 R:11s t-:o.S J.lkarta 10110 
Tel 011.2J<J8~RO,OZl·lg5s111. f'1 19')00 r" 011-21<2116'10 

\\"" L\!menJat:.£0.1d 

KEMENTERIAN PEllDAGANGAN 
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN 

KEMENTERIAN 
PER DAGANGAN 
REPUILlk INDONESIA 

BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN 
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KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
k[PIJOL I{ IU00NUII\ 

J,...i.nl~•r t l'IIJ 1'.:l.n u~n d.rn 1•..,-n,·,.,n.,.,,n.•·.n1 \lt11'.',Ak \l'.•r. I .w~ 11 I 1,111.11 IJ1n.1 .. l1..:rJ:wJo an l"r,,,.m .. 1 'tnU ,,.,3. H 1r.i1 
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KEM L\ TERIAr'\ PEROAGA:\GA.\ 
BA I .Al 1>1 Kl .,\T ,\ P,\ R.\TllR l'EIWAGA 'IC,\ 'I I',\ l>Al\"G, Slll\1ATt-:R \ BA RAT 

BALA! DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN PADANG 

3) Khusus untuk Unit Kerja (unit pelaksana telmis, dan 
akademi metrologi) yang dibentuk diluar Peraturan Menteri 
Perdagangan nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perdagangan, menggunakan kop 
naskah dinas sebagai berikut: 

1._ u._. -': • "*• '·- -t.n .. Jl,.n -~-11i1, 

.... ~"'.1~-re.:~ w 
KEMENTERIAN 
PEnDAGANGAN 
!UPI. D I I'•· on: ~I.\ 

I .I l _... ' :- J 

KE:\IE\ I ERIA \ PERD.\G.\\(;_\\ 
DIRl-Kf<lR \T Jl-~Dl R\I PI.RLl'.\OL ,,, ,, !....0:-.i'il \If·\ D.\'\ l l·RTIB ',IA(i \ 

DIREKTOR..\'l -'lETROLOGl 

DIREKTORAT METROLOGI 

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
'U t.:U t1.. h IIH"olA 

., K.. ll 'f... .. C. 1. ~.i J >-. .i J11 
l,1 u~l ·wt~ .11 , 11: ,- ~ .. ~ 

"" Len,,~.! .., •o .J 

KEME'ITERI \\ PERO \G\ \C.\ \ 
J)(RrJ..:.TnR \T Jl'f)f R \I PF Rl "m V, ,, t,..Cl,Sl vir-, D ,, TrRTIB ,, \(11\ 

DIREKTOR.\T SlA.\D.\RDJS.\SI OM, l'Ef\GL\D.\LI.\~ vu ·r l 

DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU 

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
R£PUBLII( INDONESIA 

Jal:1n. Leuen S P:nm~ No.112, lir-~I. J3Jr..Jra 
lei O.?l-~&,t,729. U21-~6t,J_i~. 021-~67422~ f'.\t In, 10 F:i,. U:?l-~(166:' zs, O::? 1-5666.llW 

\\ ww.kemendag go.id 

KEMENTERJANPERDAGANGAN 
SEKRETARIAT JENDERAL 

PUSAT PELATIHAN SUM BER DAYA MAN USIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN 

PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA 

PERDAGANGAN 
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KEMENTERIAN 
PEROAGANGAN 
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AKADEMI METROLOGI 
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KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
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BALAI PEDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI MUTU BARANG 

KE\IE\TI-.RI.\ \ l'EIH>.\(;.\ \G\ \ 
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KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
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BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA 
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KCMCNTCRIAN 
PFRDAGANGAN 
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BALAI DIKLAT APARATUR PERDAGANGAN YOGYAKARTA 
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,·11Llll,,4"i ·'11 

·~·· ttth..1J.n .... • hi 

KF.l\ IF.:\TF.RI. vx PF: R D:\C.-\:\C,\:"I 
B:\L,'\l l'EN{.;,\\\-:\S:\I\ TEIHIB '\IA(; \ \1;\K.\SSAR 

BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR 

KCM[NTERlAN 
P[RD/,GANGIIN 
-.Cl lfll,.l t 11,fl~'III •, .'\ 

),,,JI• l.J' '' 1,.-d••i..Jt1l th l\.d lltlult1 t.., !'-tt,lt.l• I '-t ,1111, •,• 

Id 11·, I h,J I 
..... \• .. :,i."'... .. ~· 

KEI\IE~TERI,\:\ PERO.\GA'.'J(~A~ 
IUI .. \I t>J:'\(;AWAS1\ '\ TERI m '\I-\(;,\ Sl IUB,\\'A 

BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA 

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 
ICl,-1111110 l~W1'1 \IA 

I t•'.t. ~ I '• I : f , 

~"\\o k,11 fl• t• ii 

JI ,1 I' ';J !\ J .- I ,c .. , .. ~ ..... \l.,l I ... ,1 .&I t,, •• \l •• h:1 ~I 1111 .. , .. I 11.1 :, I:: 

ld.ME'\Tl-,IUAI\ Pt.lW.-\(; \NC.-\\ 
ll\l.AI Pl-:1'\G.\WASAN Tnnrn '\I\{;,\ \IEIHN 

BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN 

11, ~ ti 't t, ... t J 

I "· loo l .. I \ 11:, I" .. , 

"Mi\ll.., ~ aJ 

KEMENTERIAN 
PER DAGANGAN 
'"PUI I• f,C>Otn IA 

KE\IE:\Tl:RI.\~ l'ERO.\G.\:\G.\ '\ 
l.llRl I,. J 11R \1 l'I Rl l'l>l ,, \, l,.11'\\l \11 ' I>.\\ rt RI Ill '-1 \<, \ 

nJRI KT< >R \T ST\ ,n.,RDl'i \ ',I J) \' ('I'\(,! '\I) \I I\' xu rr 
IJ.\L.\I "iEtrl IFIK.\SI 

BALAI SERTIFIKASI 
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MINISTRY OF !RACE 
ltt..PU'IU: m ftflk.;M )._A 

('.,Iii.: \11h •U ·,, l"l,..:K. :::(11 HJ U\UI(, I\ tf~..:i.-n. Sp.nr. 
klJ) 11.1,•,, 1 111 (.f·~ I .t\ t, hH-1 lfo1 1>-> 

m(, .. , 1lp,. ,-h.1h;.;lof J ..,, 

MI\ISTRY OF TRADE 
I \DO\ ESIA TRADE PRO~IOTIO:\ CE\TER BARCELO'.'IA 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BARCELONA 

5) Untuk perwakilan Indonesia di luar negeri, Indonesia Trade 
Promotion Center (ITPC) menggunakan kop surat sebagai 
berikut: 

KE MENTE RIAN PERDAGANGAN 
Ql rLI 1·.c :na•,lr, 

\t 1 JI r. < 1 , I 1 < J....,.~n.i ,, 
Id ,1,!J •"''-'"'"<"' 1,,._ 1l.!I :-c<'""'<, 

U. • IA 1,,1.: 11,J,: ' ~• ul 

h:E\IE'\TERI..\:\ PE RDA GA '\G..\'.\ 
h:<>'111 E PL::\G.\'.\I.\:\.\\ PERUAC.\\C.\ \ I\DO\l:.~l \ 

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA 

KEMCNTERIAN PERDAGANGAN 
~IP 8..1~ t-, )fl1 ::ti.-, 

\11 P. • n r ' t I t 1r ~ j II 11 

Id 1;1 ll- 

h:E\IEYfl:RI.\ '\ PERD.\{;,\:\G.\\ 
xovm E .\'\'11 Dl \IPI\G l'\DO\E~I.\ 

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA 

4) Untuk organisasi/lembaga non struktural di lingkungan 
Kementerian Perdagangan yaitu, Komite Anti Dumping 
Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan 
Indonesia (KPPI) menggunakan kop surat sebagai berikut: 
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•II v,1 :lp•,Ut1l,11 ·I 

\,IINISTRY OFTR,\Dt 
l~DO~ESIA TRADE PR0i\10TI0'1 CE:\TER \Ill.A:\ 

M NISTl1Y OF TRACI: 
l.fll\;N(. Gt p. J(.Hf ', A 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MILAN 

11...r.'(.,\ /•1111•,ol, ul L ,· IJ.,.,, ,,,1 I l.-L·t~"'I JI "'I 11111:11, 
1d1 H l)q-: ,H':'" 1 J' • •• •u,1)\",! 

ur 1.1 L ,!1tJ\. •. lt I 

.\111\ISTtt\' OFTRAIH: 
l~l}O~ESIATRADE PROl\10TIO\ ('E\TER Bl 10:\PES r 

M NISTRY OF TRADE 
A1JJ\.fitlC()fL"l-:JOH('\A 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BUDAPEST 

( ·l't 11 l'I v.1 \., , ,,..,1.,,.1 ti , .. .- 111'\ \11111•11 ... ,lr, ,, u, 1•,,:1m,• >..:I \h -...,_JI I 1l1lt•,1 l I' I' ,,1 M1o., ~ , 1, I 
Id I .,: :'>""• :- .... ,,,:- .. I,, ' '.!·':'I "lllo. I (,O'"t 

,l}I,, j 1Xht<.\j\.,..._II\ II,\ 

\111\IS I RY UFTIUDE 
l'\1)0:\ESIA l'IUIH: PR0\10TIO:\ (T\Ttm .\IEXICO CITY 

M NISTRY Of TRAOc 
J.U"t,(!H( ('f IN'>OH' "1,A, 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MEXICO CITY 

Iii\ h,•h,;,I I \I' .... B·1 1,1,,, .• ,., 1 I ct.,,.,... , .. , )\, ti I B ,.,4.11 (.UI 11\H 
Id '2'1 Ill l'"tt,1.1, ,:,~ II lt,"-J 

111-..: lrt,,c1rli..1..,."•,1,li '.'" ,I 

\11:\ISTRY OF TRADE 
INDO\ESIA TRADE l'RO\IOTIOJ\ ('E:\TER Bl IS,\~ 

M.NISTRY OF TRACE 
1uP~tll.1C or ••xn,;ru 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BUSAN 

~ I'\ \\ 1l .. h1h.' Bh,l. ,1, le 111 I ,, \11~ d~"' l" \ ·,11A1111. l 11.1..:J !'<ilJ11:, ,,1 i\m .. , ,";I 

Id(' 1:l '1 Hi .. 0·1J I .1, ,: I ii,t .. 01':' 
1ni.,,t :('Ll1.•·m 

\11NISTln OFTR,\l>E 
li\llO'.'JESIATRAlll:: PR0\10TIO;\ CEI\TER LOS t\ ,GELES 

MINISTRY OF TRACE 
PrJ, IIUCOI N!X,f';t\..A 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LOS ANGELES 
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\l\f -1ti·•·h111 1.,,:r .. ,1·1 fl,,h..1\l:,,J1,n .. t 1,:J\1h .u.11. 
J..:, •>J,.1!.!""l"-,U I '- 'J,I L1"'"'' 05 

p..:.Jl.",n ·l .. ir,."th .. olf -, .1J 

1\11\ISTlff OF TR,\DE 
l'\l>O:\ESI \ TR:\IW PIW\IOTIOi'\ Cl~NTER Dl H,\I 

-ISTRY OF TRADE 
Rn'ta•l(fll "iOfW,,f~ 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER DUBAI 

,,:.,J 1.11.on'.,1 -11'1. l,•:T. ,.tt.11fi,.m..1 ·,.,,. ( ..1, lil;1J."' 1,._Jul .. 
l~I "'·,• H a.1,11 .. , I 'V'·.'.:1 U' 111·11ti 

11r, 11 :r, ... 1,, ··d 

)11 \ISTRY OF 'IR\ UE 
I\UO'\ESIA I RADE PRO"o·1 JO'\ Cl·:'.'-n•:R SA'\ t'lr\GO 

-ISTRV Of TRADE 
Q(rt l'iA Of "NO('lt,f'i,V. 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SANTIAGO 

t, ••' C. I. i.. ~I. .J J t , t ·'" , II t,lW.., I 
1:1 ;:~ .. 111,! a I .a..'t ;1;1 .. Jll.:"(,I'.'\ 

''·"'"11;.. •, '''i""tu .. J:•• .... •;'lt 

\-11'\ISTR\' OF'I RADE 
1\00\ESl,\'I RAVE PR0.\10 l rox CENTER ClllCAGO 

-'ISTRYOFT'INX 
Afl'1,l'll(0,-'~"i=I,,\ 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHICAGO 

h: ;. ,.,. , •• , .. ,,~~ 
fl.I 1 .. ,..J11., I\W IM 'I I t .. ...., m,111 ('I,. l.·1 l)...1l,, \UklC' 

.\lll\lSTR\' OF TRADE 
ll\1>0;-.iESIA TRADE PR0'10TION CENTER OS:\KA 

'111slSTflY Of TRADf 
t:trrt.,M.J('Of'~~ 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER OSAKA 

trJ I t,,,1 1,r .. Ut:I t. .. ~\\.I ·~: 1~<11't..lU. m ,.,.1r..cn lh;..h k11.W l'h,.1111.11 (,(' t\J lr.Ja.1 
I. .. t •,1 -1 ...... ~1v,i•,/, i.1\ t >I ._..._.~:,,i..·11•, 

II I' 1 \ " 1, ~..i ... ,,.. ... ,.,1 

\-IINISTRY OFTR,\Df. 
l'IOO~F.SI,\ TRADF. PRO,IOTIO~ CF.NTER CJJF.Y\,\I 

M NISTRY Qr Tl!ADi: 
•1~<011,,o,«,s .. 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHENNAI 
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("",•r .. i.i.t\tMa..~f..rnl-. 11(,- :;011\~1.,tC.1._ • .., .... -..t.\.._.\.l ai ... 1 l'\.\(.1,2/1.\o.1.ruJ.1 
1,.:l. I ("11,,x, 1__ 1.n 1 ,,,t r,i,.c, 1<:1, 

11r,.•,,, .n..i...-~~.)'. U'h. ,u,-.~:r ,r,: 

,11:\ISTI{\' OF TRADE 
l.\l>O~ESIA 'l RAl>I:: l'ROJ\IOTIO'.\ Cl::.\ l'lR \'A.\COl Vl::R 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER 

l••1 ,11, •.: Li.~1'iJ1 01 l{q11 ,: .: \ 11 h.Jh1, ... 1. \.Al,h \I \I 1.1.I I u 'ilru."1. \ R. 1.1t• IJ1,1m.1 C f'\ J i.1' II k_J.J.,f :1111 
rd ·JI .. ~,- 1~-1 r .. , ,, ·,:,,'":~,>: ,~ 

11:,,.1..:J..k.Jt,11::n..d.,,•m 

\IINISTRY OF TRADE 
l'.\DO\ESIA Tlt\l>E PRO\IOTIO\ CE\TEI{ JEDIM.H 

MIN STAY Of TRADE 
R~ ..... -a,l('C,-)·,ooM'\IA 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JEDDAH 

: 1•11•,n, 1-.,1 -o , 1,: , .. ..,., '14l.tti \\ 1...-11,uu \u-.1.1.a .1 
lcl. 1,1:•,:!1_:( ,., I .a"\. t J_J.!~.: .,.., 

tr~Hll('•\Ja.::, .. '°"!':l 

\II'.\ ISTRY OF TR.ADI:: 
INOONESIATR.\OE PRO:\lOTJO'.'I CE'.'ITJ::R SYOJ\L:Y 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SYDNEY 

'" i.:t \\.d "'./. :n."-1 fl.111 •11"• ;l·m WI) 
1...1 l'i(,IIJl,.,,s..,.,,(}ll \ M hh ~d>,,~··,11~ 

Ml'\ISTRY OF TRADE 
I\DO:\ESIA THAl>E PRO\JOTION CEJ\TER IIA\llll'HC 

MINISTR'!' OF T:l'i)E 
.......... ljj Jro,Oiotot'"' 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER HAMBURG 

,. \,,i 11,,...11• eu•,. ••• 

1,11 .... ,r ...... 1.11 \ ,1, .. ,. 'u1 ... , .. I'\'"-< c Ill· lil.\111.Jrt. "·" •. ( ... "'Jr,(tl1t1 11•1-(<11 .. H1.111 

1\'11"\ISTRY OF TRADE 
INl>OI\ E~IA flUl>E Pl{0;\10TION ('E'\TER SAO PAl 1.0 

'lt,;I\Tf!'I' OF TRADE 
.. ,,,'( Of lfrC>ONI ..... 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SAO PAULO 
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3. Penggunaan Cap Dinas 
a) Pengertian Cap 

Cap Dinas adalah alat untuk membuat rekaman tanda 
atau simbol suatu lembaga. Cap Dinas digunakan untuk 
pengabsahan naskah dinas. Cap dinas dibagi menjadi dua, 
yaitu: 
1) Cap Jabatan 

Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan 
yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah 
dinas oleh pejabat Kementerian Perdagangan. 

MINISTRY Of TRADE 
NEPtl&UC OF IHDONHJA 

~lh \111limn-.hc S111 .. "1 \ 1L1um1 1,1:utll '\;1;.' ... "1t:r 
i...·1 c.:::,1.1 > 1,,, ,,x M, r,1 c:. r.r~ t:!.t.1-1, 1,;1 -JX ,,c: r.1 t. • .::: 

ww w llf"-="'l'llJUloc,rt• 

Ml~ISTRY OF TRADE 
l'.'IDONESIA TRADE PROMOTIO~ CEl\TER LAGOS 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LAGOS 

~h:11wh.11 M1111 llllh I lc,.,r. Sh:101~h111 t"lnn.:1 
1q1...: .,h,111t,•h,11:,r kl..'111\.,Kl.il' f'' «t 

Mll'ilSTRY OF TRADE 
INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SIIANGIIAI 

MINISTRY OF TRI\OE 
Rt-PU61.IC~ tt,1~!,,l.t. 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SHANGHAI 

MINIS TRY OF T'W>( 
ltfP,YP l('Qf t.t)O•lf:S,A. 

,, 1 I J, • ., 1· ... 1,.., 101 "'\t:u S.. ''" '" l,1,q, ""'"-lt.ut U ... 1" ,h•t•I ,, 111, \ tkn "'I..U, 
1 ... 1 ..... 11...: h .:::..:.r l u-, ,1-:: P• !-.~ ~,~ 

lljt\, I.,, .i .. ,11 loo. ; ., .... 111 

i\fl~IS'I RY OF'I RADE 
"DO'\ESIA ·1 RAl>I<: l'R0.\l01'10i\ CEN I ER .IOIIA '\:\ESBl!HG 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JOHANNESBURG 
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2) Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I 
Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I, 
menggunakan tinta berwarna ungu dengan ukuran 
diameter se bagai beriku t: 
Bentuk bundar, terdiri atas tiga lingkaran dengan 
diameter Rl = 37 mm, R2 = 35 mm, dan R3 = 25 mm. 
Tebal garis lingkaran Rl = + 0,8 mm dan R2 = R3 = + 
0,2mm. 

Gambar 1. contoh Cap Dinas Menteri Perdagangan 

* * 

--~> R2:JJmm 
/ 

) 

------'" Rt:JSmm 

2) Cap Lembaga 

Cap lembaga adalah cap yang memuat nama 

Kementerian Perdagangan dan atau unit masing­ 
masing dan Logo Kementerian yang digunakan sebagai 

tanda keabsahan naskah dinas. 

3) Setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian 
Perdagangan wajib memiliki cap jabatan dan cap 
lembaga/ unit. 

b) Bentuk Cap Dinas 
Bentuk dan spesifikasi cap Kementerian Perdagangan 
adalah sebagai berikut: 
1) Cap Dinas Menteri Perdagangan 

Cap Dinas Menteri Perdagangan, menggunakan tinta 
berwama ungu dengan ukuran diameter sebagai 
berikut: 
Bentuk bundar, terdiri atas dua lingkaran dengan jari­ 
jari R 1 = 35 mm, dan R2 = 24 mm. Tebal garis 
lingkaran Rl = + 0,8 mm dan R2 = + 0,8 mm. 
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MENTERI PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

Cap Dinas Jabatan Cap Dinas Instansi 

Contoh cap jabatan dan cap lembaga/unit 

* 

3) Penggunaan Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit 
Eselon I 
a. Cap jabatan Eselon I hanya digunakan untuk 

naskah dinas yang ditandatangani langsung oleh 

pejabat yang bersangkutan. 

b. Cap lembaga (Unit Eselon I) digunakan untuk 

naskah dinas yang ditandatangani oleh selain 

pejabat Eselon I. 

Gambar 1. contoh Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I 
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INSPEKTUR JENDERAL 

* 

INSPEKTORA T JENDERAL 

SEKRETARIS JENDERAL 

* 

SEKRETARIATJENDERAL 

* 

WAKil, MENTERI PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 
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.,, 

DIREKTUR JENDERAL 
PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 

• 

DIREKTUR JENDERAL 
PERUNDINGAN PERDAGANGAN 

INTERNASIONAL 

• 

DIREKTUR JENDERAL 
PERDAGANGANLUARNEGERI 

* 

DJREKTUR JENDERAL 
PERDAGANGAN DALAM NEGERI 

* • 

DIREKTORAT JENDERAL 
PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 

• 

DIREKTORA T JENDERAL 
PERUNDINGAN PERDAGANGAN 

INTERNASIONAL 

• 

cxvDIREKTORAT JENDERAL 
PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

DIREKTORATJENDERAL 
PERDAGANGAN DALAM NEGERI 
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Cap dinas yang digunakan untuk naskah dinas bagi Unit 
Kerja Unit Layanan Pengadaan, Unit Pelaksana Teknis, dan 
Akademi Metrologi, menggunakan cap lembaga (Unit Kerja) 
masing-masing. 

* 

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN 

* * 

BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN 

* 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 
BERJANGKA KOMODITI 

* 

BADANPENGAWASPERDAGANGAN 
BERJANGKA KOMODITI 

• 

DIREKTUR JENDERAL 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB 

NJAGA 

* 

DIREKTORA T JENDERAL 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB 

NIA GA 
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BALAl PENGA WASAN TERTIB NIAGA 

BE KASI 
BALAI PENGA WASAN TERTIB NIAGA 

SURABAYA 

* 

BALAI PENGA WASAN TERTIB NIAGA 
MAKASSAR 

BA LAI PENGA WASAN TERTIB NIAGA MEDAN 

* • 

BALAIPENGELOLAANSTANDAR 

NASIONAL SA TUAN UKURAN 
BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, 

TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNY A 

AKA DEMI METROLOGI DAN 
INSTRUMENT AS I 

* 

BALAI DlKLAT PENGUJI MUTU BARANG 
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contoh sebagai berikut: 



... 

BALAI SERTIFIKASI BALAI PMB 

* 

BSML IV BSML III 

BSML II BSMLI 

BALAIDIKLATAPARATURPERDAGANGAN 
PADANG 

BALAIDIKLATAPARATURPERDAGANGAN BALAIDIKLATAPARATURPERDAGANGAN 
YOGYAKARTA MAKASSAR 
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* 

JNDONESJA TRADE PROMOTION CENTER 
LOS ANGELES 

JNDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
BARCELONA 

* 

- Untuk Cap Dinas Perwakilan di Luar Negeri, Indonesia 

Trade Promotion Center {ITPC) adalah sebagai berikut: 

* 

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN 
INDONESIA 

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA 

Untuk Cap Dinas Komite Anti Dumping Indonesia 
(KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan 
Indonesia (KPPI) adalah sebagai berikut: 

BALAI KALIBRASI 
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* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
SANTIAGO 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
CHICAGO 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
OSAKA 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
CHENNAI 

* 

INDONESfA TRADE PROMOTION CENTER 
MILAN 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
BUDAPEST 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
MEXfCOCITY 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
BUSAN 
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* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
SHANGHAI 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
JOHANNESBURG 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
VANCOUVER 

• 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
JEDD AH 

INDONESlA TRADE PROMOTION CENTER 
SYDNEY 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
HAMBURG 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
SAO PAULO 

* 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
DUBAI 
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masmg. 

Pimpinan Unit Eselon I masing-masing menunjuk: 

1) pejabat/petugas di lingkungan Sekretariat Unit Eselon I; 

2) pejabat/petugas di lingkungan Unit Eselon II bagi Unit 

Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Unit Eselon 

II teknis, dan Unit Eselon III teknis yang berlokasi di luar 

kantor pusat, 

untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Cap Dinas 

serta bertanggung jawab terhadap penyrmpanan dan 

pengamanan penggunaan cap dinas dimaksud. 

c. Penggunaan Cap Dinas untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia 

Cap Dinas yang digunakan untuk naskah dinas yang 

membutuhkan tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas 

sangat rahasia) sebaiknya menggunakan cap yang dicetak 

timbul ( emboss) tan pa menggunakan tin ta dengan maksud 

untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian. 

d. Kewenangan Penyimpanan dan Penggunaan Cap Dinas Untuk 

Naskah Dinas 

Penyimpanan dan penggunaan Cap Dinas untuk naskah 

dinas menjadi kewenangan pimpinan Unit Eselon I masing- 

INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER 
LAGOS 
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Guilloche yaitu suatu Teknik security printing yang terdiri dari 

garis-garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu 

area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk 

suatu omamen border yang indah. 

C. Guilloche 

Contoh: 

Rosettes yaitu suatu Teknik security printing yang berbentuk 

garis-garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu area 

tertentu. Biasanya menyerupai bunga. 

B. Rosettes 

Contoh: 

Watennarks yaitu gambar dikenali atau pola pada kertas yang 

muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang 

harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi 

kerapatan kertas. 

III. PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Watennarks 
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Anticopy yaitu suatu teknik security printing dengan garis atau 

raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak 

apabila dokumen ini difotocopi. 

E. Anticopy 

Conteh: 

Filter image yaitu suatu Teknik security printing yang hanya dapat 

terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan 

tanpa alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca. 

D. Filter image 

Conteh: 
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I Hasil Fotocopy 

SecuPaper Sample 

After General Copy After Color Copy 

e 

Photocopied 

_,..,_..,__,. ... 
•>~~ ,....,.- .. _ ......... _ ..... 
w ••••• - ~· ·-­ ~·- .... ...-~ - ... ._.._ ,,, 

-- ..__ .. ·-·- ··-· ---""' .. ,....._....,. __ ....,,_ 
th,.., 1.,,.... ... ,.,. ('.,,.,. 

.... ·~ .. -.-- ,..._....._ .... ..... _._ > - .. .._~ ..... __ ,,.. 
-~-- ... ...._ __..._.._, 
--·-··~- ..• 1.-,.-., ... 

......# _ , ..... ,..,.,.,, 
....._ _ _..,. H'(l,>,o_,.,-,..,._J>t•-- .. __ ..,._ .• _...__te,._,..,_ -· ..... , ,,_ _ ,__..._ __ , 
_,..., • ., __ •·-t'trt1•,u ..,_.,, .• .-.,.,. 

.. _ ......... __ ,_...,,,_ •• _~·flle-...-\ ....... ~·-··-.,.. ....... _ .. --~- -- 

- 160 - 

o,1111nal Paper 

Printed 

..... .... .,.,,_."'°*"' _ ~- ........... -. 
""" . .._ :.. ..... _ ... 
-.;•-- -·· ""'' .. 111,M._ 

-- - ........... - -· - -·- .... ........... .,.,,,. ..... ~ ,.,_, __ 
~~-4111' .... - 

·-·--ri~ ........... ""~ .... -.....~....._ ...... _ - ""'"" ...... ---~- .. =.:---:7?.: ~ .. _>,...,.- • .-. ...... _ . .,_,.. ...... 
..._ .,. . - .._ ..... ---··· ... 

Contoh: 



f 
/ :;, 

"/ 

Conteh: 

Line width modulation yaitu suatu Teknik security printing yang 

terbentuk dari susunan garis yang mengalami penebalan pada 

garis-garis desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu. 

G. Line width modulation 
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. ; . 
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Contoh: 

Microtext Adalah suatu Teknik security printing yang memakai 

elemen pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan 

ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak 

seperti suatu garis. Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat 

teks ini. 

F. Microtext 
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Contoh: 

Invisible ink yaitu suatu Teknik security printing yang berupa 

aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta 

sekuriti khusus untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan 

tampak apabila diamati dibawah sinar ultra violet. 

I. Invisible ink 

o- 

Relief motif yaitu suatu Teknik security printing yang dibentuk 

dengan pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan 

menimbulkan image seolah-olah desain relief (motif) terkesan 

timbul. 

Contoh: 

H. Reliefmotif 
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2. Untuk Beliau (u.b.) 

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang 

diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu 

a.n. Menteri Perdagangan 

Sekretaris Jenderal, 

Contoh Format Atas Nama: 

1. Atas Nama (a.n.) 

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang 

menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat 

yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan 

tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab 

tetap berada pada pejabat yang memberikan mandat dan 

pejabat yang menerima mandat harus 

mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberikan 

mandat. 

Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain 

yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap 

dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan 

singkatan a.n. 

IV. KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

A. Penggunaan Garis Kewenangan 

Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang 

dilakukan di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab 

tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada 

seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan 

digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang 

mendapat pendelegasian dari pejabat yang berwenang. 

8. Penandatanganan 

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan gans 

kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat 

cara. 
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Plt. Kepala Biro Umum 

Tandatangan 

Nama lengkap 

Contoh Format Pelaksana Tugas: 

a.n. Menteri Perdagangan 

Sekretaris Jenderal, 

u.b. 

Kepala Biro Umum 

Contoh Format Untuk Beliau: 

3. Pelaksana Tugas (Plt.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat 

(Plt.), sebagai berikut: 

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang 

berwenang menandatangani naskah dinas belum 

ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang 

kepegawaian lebih lanjut. 

b. Wewenang Plt. bersifat sementara, sampai dengan 

pejabat yang definitif ditetapkan. 

c. Plt. bertanggung jawab atas naskah dinas yang 

di tandatanganinya. 

tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan 

setelah atas nama(a.n.). Pemberian mandat ini mengikuti 

urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya. Tanggung 

jawab tetap berada pada pejabat yang memberi mandat dan 

pejabat yang menenma mandat harus 

mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi 

mandat. 
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pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau pejabat lain 

yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. 

dan menandatangani 

tidak bersifat 

dilimpahkan kepada 

Kewenangan untuk melaksanakan 

naskah dinas yang 

kebijakan/keputusan/arahan dapat 

2. 

C. Kewenangan Penandatanganan 

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani 

naskah dinas an tar lembaga yang bersifat 

kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan 

tertinggi lembaga. 

Tancla Tangan 

Plh. Kepala Biro Urn urn , 

N ama Lengkap 

contoh Format Pelaksana Harian: 

4. Pelaksana Harian (Plh.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang 

disingkat (Plh.), sebagai berikut: 

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang 

berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada 

ditempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang 

menggantikannya. 

b. Wewenang Plh. bersifat sementara, sampai dengan 

pejabat yang definitif kembali di tempat. 

c. Plh. mempertanggungjawabkan naskah dinas yang 

ditandatanganinya kepada pejabat definitif. 
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A. Naskah Dinas Masuk 

1. N askah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang 

diterima dari orang atau lembaga lain. Prinsip penanganan 

naskah dinas masuk: 

a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit 

kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi 

kesekretariatan. 

b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima 

oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit 

kearsipan. 

c. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada 

pejabat atau staf Unit Pengolah harus diregistrasikan di 

unit kearsipan. 

2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. Penerimaan 

N askah din as masuk yang di terima dalam sam pul 

tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi 

keamanan: sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), 

biasa (B). 

b. Pencatatan 

1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas 

penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan 

kategori klasifikasi keamanan. 

2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan 

registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian 

naskah dinas. Registrasi naskah dinas meliputi: 

V. PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan 

lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas 

harus diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut: 
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membaca dan memahami keseluruhan isi dan 

maksud naskah dinas untuk mengetahui Unit 

Pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas 

terse but. 

d. Penyampaian 

1) Naskah dinas masuk disampaikan kepada Unit 

Pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti 

penyampaian naskah dinas. 

2) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat 

informasi tentang: 

a) Nomor urut pencatatan. 

b) Tanggal dan nomor naskah dinas. 

c) Asal naskah dinas. 

d) Isi ringkas naskah dinas. 

membuka, dengan dilakukan biasa/ terbuka 

3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain 

dapat berupa: 

a) Buku Agenda N askah Dinas Masuk. 

b) Kartu kendali. 

c) Takah. 

d) Agenda Elektronik. 

c. Pengarahan 

1) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori 

sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan 

langsung kepada Unit Pengolah yang dituju. 

2) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori 

a) Nomor urut. 

b) Tanggal penerimaan. 

c) Tanggal dan nomor naskah dinas. 

d) Asal naskah dinas. 

e) Isi ringkas naskah dinas. 

f) Unit kerja yang dituju. 

g) Keterangan. 
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8. Naskah Dinas Keluar 

1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang 

dikirim ke orang atau lembaga lain. Prinsip pengendalian 

naskah dinas keluar: 

a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan 

diregistrasi di unit kearsipan atau unit lain yang 

menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk 

naskah dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat 

atau staf Unit Pengolah. 

b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan naskah dinas, meliputi: 

1) Nomor naskah dinas; 

2) Cap dinas; 

3) Tandatangan; 

4) Alamat yang dituju; dan 

5) Lampiran (jika ada). 

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. Pencatatan 

1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi 

pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. 

2) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan 

dengan registrasi naskah dinas pada sarana 

pengendalian naskah dinas keluar. lnformasi sarana 

pengendalian naskah dinas keluar meliputi: 

e) Unit kerja yang dituju. 

f) Waktu penerimaan. 

g) Tandatangan dan nama penenma di Unit 

Pengolah. 

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat 

berupa: 

a) Buku ekspedisi. 

b) Lembar tanda terima penyampaian. 

- 168 - 



reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. 

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah 

naskah dinas keluar ditandatangani oleh pejabat 

yang berhak. 

3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori 

klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, 

dan terbatas harus diawasi secara ketat. 

c. Pengiriman 

1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh 

Unit Pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan 

mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah 

dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan: 

Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan 

Biasa (B). 

dengan sarana 

adalah kegiatan dinas 

din as memperbanyak naskah 

a) Nomor urut; 

b) Tanggal pengiriman; 

c) Tanggal dan nomor naskah dinas; 

d) Tujuan naskah dinas; 

e) lsi ringkas naskah dinas; dan 

f) Keterangan. 

3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara 

lain dapat berupa: 

a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar; 

b) Kartu kendali; 

c) Takah; dan 

d) Agenda Elektronik. 

Penggandaan 

1) Penggandaan naskah 

b. 
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2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori 

klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia 

(R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke dalam am plop 

kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang 

dituju dan pembubuhan Cap Dinas. 

3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah 

dinas dapat dikirimkan secara khusus dengan 

menambahkan tanda 'u.p' (untuk perhatian) diikuti 

nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama 

jabatan yang dituju. 

d. Penyimpanan 

1) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus 

didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan unit 

kearsipan yang berupa sarana pengendalian naskah 

dinas dan pertinggal naskah dinas keluar. 

2) Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan 

merupakan naskah dinas asli yang diparaf oleh 

pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya. 

3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar 

diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah 

dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek 

yang sama. 
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